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RENSTRA




GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam
rericana operasional sesuai urusan daerah ke dalam
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

. bahwa sesuali denganPasal 123 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tala
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312j;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timaur.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3.

10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Dacrah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun
20268.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seclanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkatl Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya

disecbut Renja Perangkat Dacrah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah vyang
sclanjutnya disebut dengan Bappeda adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.



(1)

(2)

(1)

BAB 11
MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat
tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah vang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

a. analisis gambaran pelayanan;

b. analisis permasalahan;

penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

analisis isu strategis;

perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran dan indikator serta target

kinerja dalam RPJMD;

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkal
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
target kinerja Perangkat Daerah; dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi  kegiatan dan  kelompok  sasaran
berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan
program Pembangunan Dacrah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.,

[

BAB I
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB L Pendahuluan;

b. BAB Il. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan
Isu Strategis Perangkat Daerah;



c. BAB I Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan;

d. BAB IV, Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan
Kinerja Penyelenggaraaan Bidang Urusan;
dan

e. BAB V. Penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darn Peraturan Gubernur ini,

Pasal &

Renstra  Perangkat Daerah  Tahun  2025-2029
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas
Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Keschatan;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Sosial;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa;
. Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
Dinas Kelautan dan Perikanan;
Dinas Pariwisata;
Dinas Perkebunan;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dinas Kehutanan;
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
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CC.

A

(1)

(2)

(1)

. Sekretariat Daerah
bb.

Sekretariat DPRD;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

. Badan Pendapatan Daerah;
. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Kepegawaian Daerah;

. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
.Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Badan Penghubung Provinsi;
Inspektorat;

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Perangkat Dacrah di lingkungan masing-
masing.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan  hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk
dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala
Bappeda.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat

dilakukan apabila:

a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah
tentang RPJMD;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¢. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,



(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku
Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun,
kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.

(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan
Renja Perangkat Daerah.

(4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur imi  dengan
penempatannya <dalam Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MASUD
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PRQV. KALTIM
BIRO H

NIP. 19690512 198903 2 009




KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan
strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi. Dokumen ini merupakan pedoman
perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan ftersebut, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menyusun Renstra Tahun 2025
- 2029 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20235 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan
RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyvampaikan terima kasih
kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur dan Tim Penyusun Renstra vang telah berusaha dengan penuh

kesungguhan dan kerja keras sehingega berhasil menvelesaikan penyusunan
dengan baik:

Samarinda, 30 Oktober 2025

NIP. 19660204 198803 1 016
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan  bagian integral dari
pembangunan nasional vang disusun berdasarkan pendekatan holistik,
tematik, integratif, dan spasial. Dalam konteks Provinsi EKalimantan
Timur, pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik memegang
peranan strategis dalam menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika
ideclogi. politik, ekonomi,. sosial, dan budava.

Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik pada dasarnva
adalah ikhtiar kolektif seluruh elemen bangsa. termasull pemerintah,
masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk
memperkuat ketahanan ideologi. peolitik. ekonomi, sosial, dan budaya
(IPOLEKSOSBUD) di Provinsi Kalimantan Timur. Ketahanan ini menjadi
syarat mutlak bagi terciptanyva iklim demokrasi yang sehat, harmonisasi
antar kelompok, serta keberlanjutan investasi wvang inklusif dan
berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan poelitik ini,
sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor,
serta kesinambungan dengan upaya - upava yang telah dilaksanakan
pada periode sebelumnya. Sehingga, salah satu tahapan proses yang
sangat penting dalam perencanaan pembangunan di bidang ini, yvakni
penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang dilakukan
oleh setiap Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan dan/atau
Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah, zebagai dasar
acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi
tuzas dan fungsi pelayanan Peranglkat Daerah dalam jangka waktu lima

tahunan.



Renztra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2025 - 2029, disusun memuat program - program
pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang akan
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan
menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renjal.
Rumusan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan
politik, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam
perumusan strategl, mengkaji ulang terhadap rencana strategis
sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari

eksternal.

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra] 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menjadi
sebuah keniscayaan. Dokumen ini berfungsi sebagal rencana induk
pembangunan lima tahunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang
mencakup tujuan, saszaran, strategl, program, serta kegiatan prioritas
yvang selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, dan sejalan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerash (RPD) Provinsi
Kalimantan Timur.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua
pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan,
demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis,
politik, partisipatif. top - down, dan bottom - up process. Pendekatan
perencanaan pembangsunan daerah yvang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan.

3. Pendekatan atas - bawah dan bawah - atas merupakan hasil
perencanaan vang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yvang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah
kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.



1.

_3.

Alur tahapan proses penyvusunan Rensira Badan Kesatuan Bangsa
dan Palitik dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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Gambar 1.1.1.

Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Timur

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2025 - 2029, yaitu sebagai berikut:

Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:

aj
b)

c)

d)

pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah:
orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

penyvusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat
Daerah; dan

penyviapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah berdasarkan SIPD.

Tahap penvusunan rancangan Benstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan
REPD Provinsi Kalimantan Timur, vang mencakup:

a)
b)
g
d)

€]

analisis gambaran pelayanan:

analisis permasalahan;

penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

analisis isu strategis;

perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja
dalam rancangan RPD;
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f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik untuk mencapai tijuan dan sasaran serta
target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: dan

g perumusan rencana program, Kkegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, lokas: kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan stratezi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, serta program dan pagu indikatif dalam
rancangan RPD.

Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa

dan Peolitik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/lintas

Peranglat Daerah szerta melibatkan para pemanglu kepentingan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelavanan bidang kesatuan

bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan
kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam
rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil
kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara.

Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politk yang kemudian

disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai

bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RPD. Verifikasi
sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan

Renztra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan

Rancangan RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana

dimaksud di atas.

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan strategi, arah kebijakan;, program pembangunan

Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Setelah

verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap

sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuasian, maka Bappeda
menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penvempurnaan
rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

kemudian dilalkukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan
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Kesatuan Bangsa dan Politik, vang selanjutnya disampaikan
kembali ke Bappeda.

5. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap
sebelumnva, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan
proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politil.
Penyampaian rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik vang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Gubernur
melalul Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satuj
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan
menjadi pedoman kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatan
Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Timur,

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini
penting bertijuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antarpelakn
pembangunan: menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antardaerah. antarruang, antarwakitu, antarfungsi pemerintah
maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pENZAWASAN.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi,
disusun selain berpedoman kepada RPD dan merupakan penjabaran dari
dokumen RPD, mempunyail hubungan keterkaitan juga dengan dokumen
Renstra K/L.

Hubungan dokumen Renstra Badan Kesebangpol Provinsi dengan
dokumen perencanaan lainnyva dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPD
Provinsi Kalimantan Timur. RPD sebagail dokumen perencanaan
pembangunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. perumusan strategi, tujuan.
kebijakan dan program prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik berpedoman pada dokumen RPD Provinsi Kalimantan
Timur.

2. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan
RKPD sebagal perencanaan tahunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang
telah ditetapkan menjadi pedoman penyvusunan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan
Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dekumen
Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri} dilakukan melalui
penyelarasan pencapaian fujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta
pricritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas
untuk bidang pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik. dan
pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi,
dan karakteristik Daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ini, memiliki
sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2025 - 2029. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman
pelaksanaan tugas dan pengukuran kineria serta akuntabilitas selama
lima tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan
yvang baik (good pgovernancej sesual dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstraj Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik meneakup:
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undanz-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerintahan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penvandang
Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudavaan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyvusunan, Pengendalian dan Evalaasi Pelakzanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional,;

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka:

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan
Moderasi Beragama;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029;
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : @ Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerulkunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan
Pariwizata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelestarian Budaya:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Tenaga Kerja Asing di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan
Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Eeuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik D1 Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan  Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Peranigkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politilk;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prelkursor Narkotika;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimarntan Timur Nomor 9 Tahun 2008
tentang Tugas Poliok dan Fungsi;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimarntan Timur Nomor 4 Tahun 2022
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penvalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan
Psikotropika;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024
tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi
Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015
tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
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Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah:

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun
2024 Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika, Preloursor Narkotika dan Psikotropika

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur 2025 - 2029 disusun dengan maksud, vaitu:

1.

Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan
pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik vang hendak dicapai
dalam lima tahun kedepan;

Menganalisis permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan
bidang kesatuan bangsa dan politik tiga tahun kedepan dengan
mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah  kebijakan
pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi
Kalimantan Timur lima tahun kedepan:

Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan
bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur
beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah
kebijakan tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029, yaitu:

1.

Tersedianva pedoman pembangsunan bidang kesatuan bangsa dan
politik Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun yang
disesuaikan dengan perubahan regulasi perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renia)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
Tersedianya instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal
(SPI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Tinmar.
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4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun.

1.4, Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2025 - 2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, vaitu:
BABI PENDAHULUAN

Latar Belakang;

Dasar Hukum Penyusunar;

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan

Sistematika Penulisan.

BAEII GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

il

Subbag Gambaran Pelayanan Peranghkat Daerah memuat:

1. Tugas. fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daesrah (termasuk SPM
sesuai dengan tupoksinya); dan

4. Kelompok sasaran layanan.

Subbag Permasalahan dan Izsu Strategiz Perangkat Daerah

memuat:

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan

2. Isu Strategis.

BAB II1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapail tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029,
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, dan KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
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Uraian Kegiatan;

3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target,
dan pagu indikatif;

4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program
pricritas pembangunan daerah;

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029 melalii Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

6. Target kinerja penvelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci
(TKEK).

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan tentang

substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
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GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH

A, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.

Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas.
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan
menvelenggaralkan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan
politik sesual dengan rencana strategis vang ditetapkan
pemerintah Daerah;

b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesual dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan wyang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

£, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;

£ Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
g, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
agama dan organisasi kemasyarakatan:

h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

1. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional: dan
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Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur vang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai

uralantugas

8.

Merumuskan program keria berdasarkan rencana strategis
badan s:ehagaj pedoman pelaksanaan tugas;
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesual dengan program
vang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target
kerja tercapai sesual rencana;

Membina bawahan dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
dipercleh kinerja yang diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawzahan sesual dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

Merumuskan kebijakan teknis bidang bina ideologi wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri,
ketahanan ekonomi, sosial budava. dan organisasi
kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan
nasional sesuai dengan peraturan perundangan vang berlaku
untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat:
Menetapkan prosedur tetap/sop di bidang bina ideologi
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam
negeri, ketahanan ekonomi, sosial budayva dan nr_ganisasi
kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan
nasional berdasarkan peraturan gubernur kalimantan timuar
sebagali acuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
program kerja;

Memantau pelaksanaan program kerja di bidang bina ideolog:
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, peoliik dalam
negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi
kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan
nasional sesual dengan rencana strategis untuk memastikan
pelaksanaan program berjalan dengan lancar;



- 16 -

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
vang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan
kegiatan wyang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja badan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan gubernur
baik lisan maupun tertulis.
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Adapun tugas dan fungsi masing - masing bidang

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43

Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai
berikut:

a)

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seocrang Selkretaris vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertansgung
jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyviapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan
program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
administrasi keuangan serta pengelolaan aset,

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencans
program, meinitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
pemeliharaan, hukum dan  kehumasan  serta
pengaduan masyarakat;

C. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan
serta pengelolaan aset;

d. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahannya; dan

e. Pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan kepala
badan yang berkaitan dengan tugasnva.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian

tugas:

a. Menghimpun perencanaan program kegiatan badan
dan menyusun perencanaan program Sekretariat pada
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas vang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

[ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan di lingkungan Selkretariat sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta
pengaduan masyarakat;

e, Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan
serta pengelolaan aset

f. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja vang diharapkan;

g. Mengendalikan dokumentasi dan layvanan informasi
badan sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka optimalisasi Selkretanat di lingkungan
pemerintaly;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yvang telah
dilaksanakan sebagal bahan laporan kegiatan dan
rericana yang akan datang;

i. Menyvusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan
kegiatan yvang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja badan; dan

i Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Badan baik lisan maupun tertulis,

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretarns,
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Subbagian Umum  mempunyai tagas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan
kepegawaian. ketatalaksanaan, perlengkapan dan

pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai

uraian tugas:

a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan
rencana operasional sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab vang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancer;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur
dan peraturan vang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

b. Menvusun bahan kebijakan. standar operasional
prozedur dan standar lainnya berdasarkan peraturan
dan pedoman serta ketentuan yang berlaku sebagai
bahan pedoman pelaksanaan tugas;

C. Melalkukan kegiatan perlengkapan, kerumahtanggaan,
keprotokolan dan kehumasan sesuai prosedur yang
ketentuan wvang berlalu dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menvelenggarakan |lkegiatan lketatausahaan vang
meliputi tata naskah dinas dan penataan kearsipan
sesual prosedur dan ketentuan yvang berlaku dalam
rangka tertib administrasi;

e, Melaksanakan layanan kepegawaian yang meliputi
mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pensiun dalam rangka
pemenuhan hak kepegawaian serta tertib administrasi
kepegawaian di lingltungan badan:
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f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan vang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rericana yang akan datang;

g. Menyvusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntahbilitas
kinerja badan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dibidang ideclogi, wawasan kebangsaan, belanegara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnva, Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karalkter bangsa. pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah provinsi;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideclogi.
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

s Pelaksanaan kebijakan di bidang ideclogi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
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kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah provinsi;

Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaandi wilayah provinsi;

Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahannya bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa;

Penviapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah
provinsi; dan

Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh
kepala badan yvang berkaitan dengan tugasnyva.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Ideclogi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:

.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang
bhina ideclogi wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa berdasarkan program kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik =zerta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas:

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesual dengan peraturan dan prosedur yvang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Menvusun konsep rumusan kebijakan bina ideologi
wawasan  kebangsaan dan  karakter bangsa
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar

tercapainya visi dan misi badan:
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f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat
Daerah terkait. instansi vertikal dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban
umum;

g. Melakukan koordinasi pemantapan dan penguatan
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk efektivitas kinerja wvang memuaskan dalam
melaksanakan penguatan ketahanan ideclogi:

h. Melaksanakan penanganan dampak perkembangan
ideclogi dan perubahan lingkungan global dan regional
terhadap kehidupan mnasional di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan peraturan
perundangan vang berlaku dalam upaya menanamkan
rasa cinta kepada tanah air;

L Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan vang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa vang akan datang;

j- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas vang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja badan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan twmum /pemilihan umum kepala
Daerah serta pemantauan situasi politil..
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Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:

.

Penyusunan program kerja bidang politik dalam negeri
dalam pendidikan politik, etika budava politik,
peningkatan  demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan  umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politikdi wilayah provinsi;
Penyvusunan bahan perumusan kebijakan bidang
politik dalam negeri dalam pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala
Daerah =zerta pemantauan situasi politik di wilayah
provinsi;

Pelaksanaan kebijakan dalam pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partas
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
Daerah s=erta pemantauan situasipolitikdi wilayah
provinsi;

Pelaksanaan koordinasi dalam pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, {fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilthan umum/pemilihan umum kepala
Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
provinsi;

Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahannya bidang politik dalam negeri:
Penviapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan dalam pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwaldilan dan partai politik, pemilihan
umum,/pemilihan  umum  kepala Daerah serta
pemantauan situasi politikdi wilayah provinsi; dan
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Pelaksanaan fungsi dan tagas lain yvang diberikan
Kepala Badan vang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri

mempunyai uraian tugas:

.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang
politik dalam negeri berdasarkan program kerja badan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tagas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Menyusun konsep rumusan kebtjakan politik dalam
negeri berdasarkan peraturan perundangan vang
berlaku agar tercapainyva visi dan misi badan;
Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat
daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban
umum;

Melakukan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur
vang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah
provinsi kalimantan timur sesual dengan peraturan
vang berlaku untuk mengetahwui kekuatan wilayah;
Memantau perkembangan politik dalam negeri di
wilayah provinsi kalimantan timur berdasarkan
peraturan  perundangan yang  berlaku  untuk
memasikan pemahaman masyarakat di wilayah sesuai
dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara
kesatuan republik indonesia;
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i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan vang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rericana yang akan datang;

3 Menyvusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntahbilitas
kinerja badan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
kepala badan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organiasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Socsial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan mempunyail tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama danpenghavat kepercayaan szerta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa

ormas, pengawasarn ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyvusunan program kerja bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;

b. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penvalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghavat kepercayaan serta pendaftaran ormas.
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asingdi wilayah

provinsi;
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Penyvusunan bahan perumusan kebijakan bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya. fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercavaan
serta pendaftaran ormas, pemberdavaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penvalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghavat kepercayaan serta pendaftaran ormas.
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunanumat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdavaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asingdi wilayah
provinst;

Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahannya bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerulkunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan =erta pendaftaran ormas, pemberdavaan
ormas, evaluasi dan mediasi senghketa OTmas,
pengawasarn ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
dan

Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh
kepala badan vang berkaitan dengan tugasnva.
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Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai uraian tugas:

.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan
organisasi kemasyarakatan berdasarkan program kerja
badan serta petunjuk pimpinan sebagali pedoman
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kezalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja vang diharapkan;
Menyusun kensep rumusan Kkebijakan ketahanan
ekonomi, =osial, budaya, agama dan ocrzanisas:
kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku agar tercapainva vigi dan misi dinas;
Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat
daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban
umum;

Melakukan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur
vang mempengaruhi ketahanan ekonomi, sosial,
budava, agama dan organisasi kemasyarakatan serta
kerukunan umat beragama dan penghavat kepercayaan
sesual dengan peraturan vang berlaku  untuk
mengetahui kekuatan wilayah;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan
sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan vang
berlaku untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam
negeri di wilayah provinsi kalimantan timur;
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i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan vang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rericana yang akan datang;

3 Menyvusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntahbilitas
kinerja badan: dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
kepala badan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
dipimpin oleh secrang Kepala Bidang vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional

dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik dalam kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerjaasing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen. pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
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kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah provinsi;

Pelaksanaan kebijalkkan bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauanorangasing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orangasing, fenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahannya bidang kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah provinsi: dan
Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh
kepala badan yang berkaitan dengan tugasnyva.

Dalam melaksanakan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik mempunyail uraian tugas:

.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang
penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
berdasarkan program kerja badan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesnal dengan peraturan dan prosedur vang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas:
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesual dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Menyvusun konsep rumusan kebijakan penanganan
konflik dan kewaspadaan nasional berdasarkan
peraturan perundangan vang berlaku untuk mencegah
potensi kerawanan konflik, baik konflik politik.
ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik
vertikal, horisontal maupun diagonal;

Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat
daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban
unam;

Melalkukan pemetaan kondisi stabilitas keamanan
dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondist
perbatasan antar negara serta keberadaan alktivitas
orang asing serta pemetaan konflik wilavah di provinsi
kalimantan fimur sesuai dengan peraturan yang
berlakn untuk mengantisipasi dini potensi konflik dan
masalah- masalah strategis di daerah:

Melaksanakan deteksi dini mengenai informasi
strategilt dan kebijakan strategik di wilayah provinsi
kalimantan timur berdasarkan peraturan dan
ketentuan wvang berlalu untuk menjaga stabilitas
pemerintahan dalam negeri di wilayah daerah provinsi
lkalimantan timur:

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesual dengan
tugas vang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
aluntabilitas kinerja badan; dan
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
kepala badan baik lisan maupun tertulis.

Sumber Daya Perangkat Daerah
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur sebanyak 49 orang, sebagaimana terlihat
dibawah ini:

Table 2.2.1.
Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender
Golongan e ST T Jumiah
1 2 3
v 6 2 8
il 15 6 22
I 2 8
I 0 0
Jumlah 27 10 37
Table 2.2.2
Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender
Golongan Pria (P) Wanita (W) Jumlah
1 2 3
1 a o o
I 6 2 8
I 15 6 21
v 6 2 8
Eselon 5 1 6
Non Eselon 22 9 31
Jumlah 27 10 37
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Table 2.2.3

Rekap PPPK berdaszarkan Pendidikan dan Gender

Gender
Jenjang Pria (P) Wanita Jumlah
(W)

g 2 3 4
52 ] @ 0
51 3 1 4
SLTA 2 1 3
sMP 0 0 0
Jumiah 5 2 7

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 (litna) orang.

Adapun jumlah asset/modal dan unit usaha vang ada pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
sebagai berikut:

Table 2.2.4.

Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

KODE NAMA BARANG '| NILAI (Rp.)
1.3 ASET TETAP 27.802.091.724,00 |
1.3.1 TANAH 0,00 |
1.3.1.01 | TANAH 0,00 |
1.3.2 PERALATAN dan MESIN 27.637.227.724,00
1.3.2.01 | ALAT BESAR 37.500.000,00
1.3.2.02 | ALAT ANGKUTAN 10.146.217.984,00 |
1.3.2.03 | ALAT BENGKEL dan ALAT UKUR 56.900.000,00 |
1.3.2.04 | ALAT PERTANIAN 5.600.600,00 |
1.3.2.05 | ALAT KANTOR dan RUMAH TANGGA 7.859.121.615,00 |
1.3.2.06 AT SINDD BQMUNISL dey 2.806.811.268,00 |
PEMANCAR
ALAT KEDOKTERAN dan '
1.3.2.07 5.325.000,00 |
KESEHATAN
1.3.2.08 | ALAT LABORATORIUM 59.213.152,00 |
1.3.2.09 | ALAT PERSENJATAAN ': 227.986.550,00 |
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KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
1.3.2.10 | KOMPUTER 6.342.971.155.00 |
1.3.2.11 | ALAT EKSPLORASI 0,00 .
1.3.2.12 | ALAT PENGEBORAN 0,00 |

ATAT PRODUKSI, FENGOLAHAN dan |
13218 | 0,00 |
1.3.2.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI 0,00 |
1.3.2.15 | ALAT KESELANMATAN KERJA 19.581.000,60 |
1.3.2.16 | ALAT PERAGA 0,00 |
1.3.0.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0,00 |
1.3.2.18 | RAMBU - RAMBUI 0.00 |
1.3.2.19 | PERALATAN OLAH RAGA 0,00
1.3.3 GEDUNG dan EANGUNAN 0,00 |
1.3.3.01 | BANGUNAN GEDUNG 0,00 |
13.3.02 | MONUMEN 5,00 |
1.3.3.03 | BANGUNAN MENARA | 0,00 |
1.3.3.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0,00 |
1.3.4 JALAN, JARINGAN dan IRIGASI | 0,00
1.3.4.01 | JALAN dan JEMBATAN 0,00 |
1.2.4.02 | BANGUNAN ATR 0.00 |
1.3.84.03 | INSTALASI 0,00 |
1.3.4.04 | JARINGAN 0,00 |
1.3.5 | ASET TETAP LAINNYA 164.864.000,00 |
1.3.5.01 | BAHAN PERPUSTAKAAN 164.864.000,00 |
BARANG BEECOEAK
1.3.5.02 | KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHREA 0,00 |
GA !
1.3.5.03 | HEWAN 0,00 '
1.3.5.04 | BIOTA PERAIRAN 0,00 |
1.3.5.05 | TANAMAN 0,00 |
1.3.5.06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0,00 |
1.3.5.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | 0,00 |
I
13.6 EONSTRUKSI DALAM 0,00
PENGER.JAAN
1.3.6.01

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN |
|

0,00 .
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EODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)

EEMITRAAN DENGAN PIHAK

1.5.2 0,00 |
KETIGA
KEMITRAAN DENGAN PIHAK

1:52.01 0,00
KETIGA

1.5.3 ASET TIDAK BERWUJUD 45.,739.530.000,00 |

1.5:3.01 | ASET TIDAK BEEWUJUD 45.730.530.000,00

1.5.4 ASET LAIN-LAIN 0,00 |

1.5.4.01 | ASET LAIN-LAIN 0,00

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politikk Provinsi Kalimantan Timur

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah

vang sesual dengan tugas

dan fungsi Perangkat

Daerah,

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.1. dibawah ini:
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Tabel 2.3.1.a
Capaian Kinerja TA. 2021-2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Mo

Indikator Kinerja

=ecyual Tugas dan

Fungsl Perangkat
Daerah

Target

Raalizasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

(1) |

(2)

(9]

(10}

(11)

(14)

(15)

(16)

{19)

I

(20])

(21)

Parsentase pelayanan
publik pada tugas dan
fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

87,00

98,00

§9.00

97,00

S98.00

98,00

100,00

100,00

98,99

Tersusunnya
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja FD

Bokumen

S.00

=

.00

.00

9,00

L]

g8.00

=

0,00

100,00

100,00

0,00

Terlaksananya
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja FD

Bulan

12.00

12,00

12.00

12.00

12.00

12,00

10000

100.00

100,00

Jumiah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Dokumen

5,00

5,00

&.00

5,00

5,00

"

7.00

10000

100.00

116,67

| Jumiah Dokumen RKA

SKPD

Dokumen

1.00

1.00

1.00

1,00

1

0,00

"

0.00

10000

0,00

T

0,00

Jumiah Dokumen
Perubahan RKA SKPD

Dokumen

1.00

1.00

1.00

1,00

1

0,00

"

0.00

10000

0,00

T

0,00

Jumiah Dokumen OPA
SKPD

Dokumen

1.00

1.00

1.00

1,00

0,00

0.00

10000

0,00

0,00

Jumliah DFPA SKFPD

Dokumen

1.00

1.00

1.00

1,00

0,00

0.00

100,00

0,00

0,00

Juimiah Dokumen
Capaian Kinerja SKPD

Bokumen

1.00

1,00

1,00

1,00

0.00

0,00

100,00

0,00

0,00

10

Jumiah Dokumen
Evaluasi Kinerja

Dokumen

53,00

=

5,00

5,00

5,00

L]

5,00

=

9,00

100,00

100,00

180,00

Perangkat Daerah
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

11

Tersedianya
Administrast Keuangan
Perangkat Daerah

Bulan

12.00

12,00

12,00

12,00

12,00

1200

100,00

100,00

100,00

12

Terlaksananya
Administras| Keuangan
Perangkat Daerah

Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1200

120,00

100.00

100,00

13

Jumiah Laporan Dafar
Caji dan Tunjangan
ASN

Laporan

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

120,00

100.00

100,00

14

Jumlah Laporan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Laporan

12.00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,060

100,00

100,00

0.00

15

Jumlah Laporan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Laporan

12,00

iz,00

12.00

12,00

12,00

12,00

100,00

100.00

100,00

6

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Laporan

12,00

iz,00

12.00

12,00

0,00

0,00

100,00

0,00

I

0.00

17

18

Jumlah Dokumen
Keuangan

Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan (TLHP)

Dokumen

Dokumen

1.00

1.00

1,00

T

1,00

T

1,00

1,00

1,60

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

I

0,00

I

0.00

0.00

19

Jumlah Laporan
Keuangan

Laporan

18,00

18,00

18.00

18,00

1800

18,00

100,00

100.00

100,00

28

Jumlah Dokumen
Analisis dan Bvaluasi

| Realisasl Anggaran

Dokumen

1.00

1,00

T

1,00

1,60

0,00

0,00

100,00

0,00

I

0.00

21

Tersedianya
Administrasi Barang
Milik Daerah PD

‘Bulan

12.00

12,00

12,00

12,00

12.00

12,00

100,00

100,00

100,00
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

22

Terlaksananya
Administrast Barang
MHik Daerah PD

Bulan

12.00

12,00

12,00

12,00

0,00

1200

100,00

0.00

T

100,00

23

Jumiah Dokumen
Perencanaan Barang
Milik Daerah

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

000G

1.00

120,00

0.00

100,00

24

Jumlah Laporan Pinjam
Palkai Barang Milik
Daerah

Laporan

1.00

1,00

1,00

1.00

000G

0,00

120,00

0.00

0.00

25

Jumlah Laporan
Rekapitulasi Nilal Aset

Laporan

1.00

1,00

1,00

1.00

0.0

0,00

120,00

0.00

0.00

26

Jumlah Laporan
Inventarisasi Kendall
Barang Milik Daerah

Laporan

1.00

1,00

1,00

1.00

000G

0,00

120,00

0.00

0.00

27

Jumiah Dokumen
Barang Milk Daerah

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

1.06

0,00

120,00

100.00

0.00

28

Jumlah Laporan
Administrasl Barang
Milik Daerah

Laporan

1.00

1,00

1,00

1.00

000G

0,00

120,00

0.00

0.00

29

Jumlah Laporan
Pemanfaatan Barang
Milik Dasrah

Laporan

1.00

1,00

1,00

1.00

000G

0,00

120,00

0.00

0.00

30

Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Panunjang
Administrasi
Kepegawaian
Pzrangkat Daerzh

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

31

Pegawai Badan
Kesbangpol Prov.
Kaltim Yang Disiplin,
Profesional dan
Bertanggungjawab

drang

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

&0.00

I

100,00

100.00

100,00
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

32

Jumlah Sarana dan
Prasarana Disiplin
Pegawai

Orang

&7.00

7,00

67,00

67.00

0,00

0,00

100,00

0.00

T

0.00

23

Jumiah Pakaian Dinas
ASN dan Non ASH

Orang

&7.00

7,00

67,00

67.00

67,00

67,00

100,00

100,00

100,00

34

Jumiah Dokumen
Kepsgawaian

Dokumen

32,00

55,00

53,00

23,00

0,00

0,00

100,00

0.00

T

0.00

35

Jumiah Dokumen
Pelaksanaan Sistem
Informas| Kepegawaian

Dokumen

1.00

1,00

T

1,00

1,00

0,00

0,00

100,00

0.00

T

0.00

36

Jumiah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi,
dan Penllaian Kinerja
Pegawai

Laporan

55,00

55,00

55,00

23,00

000G

0,00

120,00

0.00

0.00

37

Tersedianya Barang
dan Jasa Penunjang
Administrasi Umum
Perangkat Dasrah

Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1200

120,00

100.00

100,00

38

Terlaksananya
Administrasi Umurm
Perangkat Daerah

Bulan

12,00

iz,00

12.00

12,00

12,00

12,00

100,00

100.00

100,00

359

Jumlah Laporan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Laporan

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

100.00

100,00

40

Jumlah Peralatan
Rumah Tangga

Init

2,00

1

2,00

2,00

2.00

0,00

0,00

100,00

0,00

I

0.00

41

Jumlah Laporan
Penyediaan Bahan
! Logistik Kantor

Laporan

2,00

1

2,00

2,00

2.00

0,00

0,00

100,00

0,00

I

0.00

42

Jumlah Laporan
Penyediaan Barang
Cetakan dan

| Penggandaan_
| Jumlah Surat Kabar

Laporan

Surat Kabar

13.00

438000

13,00

4380,00

13,00

4320,00

13,00

4380,00

13.00

438000

13200

0,00

100,00

100,00

i

100,00

100,00

100,00

0.00




- 40-

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
N sesuai Tugas dan T 1
Fungsl Perangkat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Daerah
Jumiah Dokumen
44 | Penyelenggaraan Rapat Dokumen 3.00 3.00 3.00 3,00 3.00 3,00 100,00 | 100.00 | 10000
Koordinasi dan
Kansuliasi SKPD
45 i’}"j’:;f:if“k”"“’" ATSIP | Bokumen 1.00 1.00 1,00 1,00 0.00 0.00 100,00 | 0.00 0.00
Jumlah Sistem
4% | Pemerintiahan Berbasis Sistam 5.00 5.00 5.00 5,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0.00
Elektronik
47 | Tersedianya Unit 11,00 11,00 11.00 11,00 2.00 18:00 100,00 | 1818 | 16264
Kendaraan Dinas
Terpenuhinya
48 | Kebutuhan Kendaraan Unit 11,00 11,00 11.00 11,00 2.00 18:00 100,00 | 1818 | 16264
Dinas |
49 ‘;Ti:h Kendaraan Unit 11,00 11,00 11.00 11,00 2.00 18:00 100,00 | 1818 | 16264
5 | Tersedianya Jasa Bulan 12.00 12,00 12.00 12,00 12.00 12.00 100,00 | 100.00 | 10000
Penunjang Urusan PD
Terlaksananya Jasa
51 | Penunjang Urusan Bulan 12.00 12,00 12.00 12,00 12,00 1200 100,00 | 100.00 | 10000
Pemeriniah Daerah
52 | jumiah Materai Lembar 150000 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 150000 0.00 100.00 | 100.00 0.00
Jumiah Laporan
53 | Peniyediaan Jasa Laporan 12.00 12,00 12.00 12,00 12.00 12.00 100,00 | 100.00 | 10000
Komunikasi, Sumber
Diaya Air dan Listrik
54 |Jumlah Laporan Daftar Laporan 13,00 12,00 132.00 13.00 13.00 12.00 100,00 | 100.00 | 10000
Sajl Non ASN :
Tersedianya
55 | Pemeliharaan Barang Bulan 12.00 12,00 12.00 12,00 12,00 1200 100,00 | 100.00 | 10000
Milikk Daerah
s¢ | Terpelihararya Barang Bulan 12,60 12,00 12.00 12,00 12,00 12,00 100,00 | 100.00 | 10000
Milik Daerah
g7 [Jumlah Jasa Unit 21,00 21,00 21.00 27,00 21,00 21,00 100,00 | 100.00 | 10000

Pemellharaan dan
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Pajak Kendaraan
Dinas/Cperasional

28

59

Jumiah Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Kantor

Persentase
Meninakatnya
Penguatan Ideclogi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Unit

50,00

6.00

590,00

7,00

50,00

8,00

20,00

6.00

50,00

1043

30,00

8,00

120,00

120,00

100.00

145,00

100,00

100,00

&0

Jumlah Dokumen
Parumusan dan
Pelaksanaan Kehijakan

| Teknis

Dokumen

7.00

n

i1,00

2,00

7,00

11,00

2,00

100,00

100.00

100,00

61

Jumlah pelajar SLTA
yang memahami
Ideclogi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

drang

5140.00

10664.00

12187.00

9140,00

158838,00

157591,00

100,00

148.99

129.57

&2

63

&4

Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Program
Kerja

Jumlah Laporan Hasil
Perumusan Kebijakan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kebijakan

Laporan

Laporan

Dokumen

3,00

x

2.00

x

10,00

3.00

§.00

10,00

3,00

£

2,00

10,00

3,00

3.00

10,00

3,00

L]

200

L]

10,00

0,00

0,00

10.00

100,00

100,00

100,00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100,00

&5

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi

Dokumen

T.00

x

1,00

1,00

1,00

1,00

L]

0,00

100,00

100.00

0.00

‘&6

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Monitoring dan

_Evaluasi

Bokumen

1.00

=

1,00

1,00

1,00

1.00

=

1,00

100,00

100,00

100,00
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

&7

Perseniase
penagunaan hak-hak
politik masvarakat

74,50

75,00

73,50

74.50

72,00

74.506

100,00

98 00

S8.75

63

63

Jumiah Dokumen
Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Teknis

Tingkat Partisipas!
Politik Dalam
Pengambilan
Keputusan

Cokumen

10,00

19,00

56,73

2,00

26,85

18,00

26,65

10.00

2,00

0,00

120,00

120,00

100.00

100.00

100,00

0.00

70

Jumliah Laporan Hasil
Penyusunan Program
Kerja

Laporan

3.00

2.00

3,60

0,00

100,00

100.00

0.00

71

Jumlah Laporan Hasil
Perumusan Kebijakan

Laporan

5.00

5.00

5,00

0,00

100,00

100.00

0.00

72

Jumliah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kehbijakan

Dokumen

i1,00

11,680

11.00

11,00

100,00

100.00

100,00

74

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi

Dokumen

Dokumen

1.00

n

1.00

n

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

0,00

1.80

100,00

100,00

100.00

100.00

0.00

100,00

75

7B

Parsentase Pembinaan,
Pemberdayaan Dan
Pengawasan Ormas se
Kaltim

Jumlah Dokumen
Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan
Teknis

Dokumen

27,25

2.00

=

32,70

2,00

40,05

2,00

27.25

2.00

32.70

2,00

70.84

2,00

100,00

100,00

100.00

100,00

176,89

100,00
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

i

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
terbina

Crganisast
Masyarakat

100,08

120,00

147.00

100.00

120,00

260,00

100,00

100,00

17687

78

Jumiah Laporan Hasil
Penyusunan Program
Kerja

Laporan

3.00

3,00

3.00

3,00

3.00

0,00

120,00

100,00

0.00

79

Jumlah Laporan Hasil
Perumusan Kebijakan

Laporan

2.00

2,00

2,00

2.00

2.00

0,00

120,00

100,00

0.00

80

Jumiah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kebijakan

Cokumen

10,00

19,00

19,00

18,00

10.00

10,00

120,00

100,00

100,00

81

Jumiah Laporan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Kansuliasi

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

0,00

120,00

100,00

0.00

B2

Jumlah Laporan
Pelaksanaan

Monitoring dan
Evaluasi

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1.00

120,00

100,00

100,00

23

Parsentase
Rekomendas|
Ketahanan Ekonomil,
Sosial, Budaya dan

| Agama

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

24

Jumlah Dokumen
Perumusan dan
Pelaksanmaan Kebijakan

| Teknis

Dokumen

2.00

x

2,00

2,00

2.00

2,00

2,00

100,00

100.00

100,00

a5

Rekomendasi
Ketahanan Ekonomil,
Sosial, Budaya dan
Agama

Rekomendasi

4,00

x

4,00

4,00

400

400

4.00

100,00

100.00

100,00

26

Jumlah Laporan Hasil
Penyasunan Program
Kerja

Laporan

3.00

=

3,00

3.00

3,00

3,00

=

0,00

100,00

100,00

0,00
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Mo

Indikater Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungs| Perangkat
Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

&7

Jumiah Laporan Hasil
Perumusan kebijakan

Laporan

4.00

4.00

4.00

4,00

4,00

0,00

100,00

100,00

0.00

88

88

Jumiah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kebijakan

.-Jl-.lTT'I tah Laporan

Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsuliasi

Dokumen

Dokumen

8.00

1.00

200

1,00

T

5.00

a

1,00

8.00

1,00

L]

8,00

1.00

8,00

0,00

100,00

100,00

b= o= = =

100,00

100,00

100,00

0.00

20

Jumiah Laporan
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1.00

120,00

100.00

100,00

1

Persentase
penanganan konflik
saslal di Kallmantan
Timur

33,66

33.33

33.00

33,66

30.27

2047

120,00

50,63

62,00

92

Jumiah Dokumen
Perumusan dan
Pelaksanaan Kehijakan
Teknis

Dokumen

2,00

1

2,00

2,00

2.00

2,00

2,00

100,00

100.00

100,00

a3

Jumlah Penanganan
Konflik Sosial di

| Kalimantan Timur

Kanflik

107,00

100,00

1D2.00

62,00

100,00

6337

£2,00

94

Jumlah Laporan Hasil
Peanyusunan Program
Kerja

Laporan

3.00

2.00

3,60

0,00

100,00

100.00

0.00

95

Jumlah Laporan Hasil
Perumusan Kebijakan

Laporan

4,00

4,00

400

1

0,00

100,00

100.00

0.00

S6

Jumlah Laporan Hasil

| Pelaksanaan Kebijakan

Dokumen

i1,00

11,680

11,00

11,00

100,00

100.00

100,00

97

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultast

Dokumen

T1.00

=

1,00

1,00

1,00

1,00

L]

0,00

100,00

100,00

0.00
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Mo

sesuai Tugas dan
Fungs| Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

58

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Terlaksananya Forum

Cokumen

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1.00

120,00

100.00

100,00

%9

Koordinasi Pimpinan
Diaerah Provinsi
Kalimantan Timur

100,00

103,00

100,00

100,00

100,003

100,00

120,00

100.00

100,00




Tabel 2.3.1.b
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Capaian Kinerja TA. 2019-2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

. 11 Satua Target Realisas: Capaian
J Saa = gor a |2019]2020)|2021 20222023 |2019(2020(2021|2022|2023|2019|2020|2021 20222023
Meninglartn
F‘a - ¥ .
Terwujudnya parnsigasli & Persentase
E:Imt dalam HaL.r—.I-Ia.k % |66,27|67,00|67,50|68,00|68,50|66,27|67,00|67,50(/68,00|74,56 120,0,100,01108,0/100,01108,%
Kaltim yang . Politik 0 (i) 0 0 o
A Pemilu dan
Demokratis ingheitn Masyarakart
va kualitas
demokrasi
: Persentase
Terwujudnya ;{aenmgkﬁtn meningkatn
Keltm yomg [Pmanama (00
‘ ! n ideologi |, A
berideologi ; idenlogi = = s 100,0|100,0/100,0(100,0{129,5
: Pancasila, : % |5,00|5,00|6,00]|7,00|8&00|5,00]|5,00|6,00|7,00/ 10,36 : -
gm]aﬂcasﬂa e g dPaﬂmc:a_sﬂ.ﬁ 0 0 0 8] W]
berkarakter dI g | Karakter
bangsa = Kebangsaa
bangsa o
Terwvgudnya ol Persentase
ketahanan Me ™ Relomenda
ekonomi, iz i =i
sosial budaya R Ketahanan o 100,01100,0(100,0|100,0|100,0(100,0|100,0(100,0| 100,0| 100,0| 100,0|100,0{100,0(100,01100,0
dan F ! Ekcnomi, L8] ] 0 8] a L] G a £ b} a 0 §} 0 ]
sosial .
pemberdayaa Sasial,
. - . |budaya dan
n organisasi Budaya dan
kemasyaraka e Agama




Tai s i1 Satua Target Realisasi Capaian
In tor a |2019|/2020|20212022(2023|2019|2020|2021|2022|2023|2019|2020|2021 20222023
tan di Meninglkatn |Persentase

Kalimantan |va pembinaan,

Timur pembinaan |pemberday A = sl ) ; = |, 100,0/100,0{100,0(100,0{177,2
dan =S 1 Yoo [17,04120,49 27 ,25|32,70|40,00(17,04| 20,44 27,25(32,70|71,00 o a o 0 6
pemberday |pengawasa
aan ormas |n ormas
Meningkatn |Penurunan
va. jumlah

Tervnajudnya Joe pada kﬂsialcﬁ Kﬂjilﬂl 102 | 102 | 102 | 10D | 101 | 102 | 102 | 102 | 100 (62,00 L1 9) 108,04 190,01 200,0 61,39

! %] an dalam  [sosi #] 8] 0 (6]

: menjaga Kalimantan

ofidhaifitas kondusifita |Timuar

di s yang Persentase

. tertib penangana

Kalimantan 2 il :

Timur l:ia_n. nk:_:} ; Y 0,00 | 0,00 |33.60|33,33|33,00| 1,00 160, 33.66|33,33|20,47| 0,00 | 0,00 1080, X001 10k,
nyaman di |sosial di 0] a (0] 1
Kalimantan |Kalimantan
Timar Tiomar
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Tabel 2.3.1.c
Capaian Kinerja TA. 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
Sub Kegiatan Indikator Satuan Target Kinerja Pagu Reuangan
Indeks Knalitas Layanan '
Kesekretariatan
Persentase Eeluhan yang
Persentase dokumen
perencanaan dan penganggaran . 100.00 100.00 506,813,588
‘yang ditetapkan tepat waktu
Penyusunan Dokumen |Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 2.00 2.00 47,662,000 0
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 2.00 2.00 1,842,000 0
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

78.63 | 78.84 ‘ 12,217,522,146 11,074,322,964

100.00 100.00‘ 13,460,406,082 11,425,898,458

Dokumen| 3.00 3.00 153,282,000 113,201,800

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
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11,083,712,146

Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
) Indikator Satuan | Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
o dan lkhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan .
) o SKPD dan Laporan Hasil . .
Laporan Capaian Kinerja dan ) . ' Laporan 2.00 2.00 24,542,000 0
. L Koordinasi Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . o .
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realizasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
' i ' Laporan | 4.00 4,00 408,052,000 393,611,788
Daerah Perangkat Daerah

10,299,194,376

[J umlah Orang yang Menerima

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ol Orang/
Gaji ' 45.00 40.00 10,423,471,146| 9,765,567,276
ASN _ Bulan
dan Tunjangan ASN
; W . Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi ) o ) : ?
Penyediaan Administrasi Dokumen| 12.00 12.00 472,080,000 472,080,000
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian /Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Dokumen| 12.00 12.00 6,732,000 0
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
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Uraian Program / Kegiatan / _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Heuangan
Jumlah Dokumen Bahan
Pengelolaan dan Penyiapan )
] Tanggapan Pemeriksaan dan Dokumen 1.00 0.00 1,015,000 0
Bahan Tanggapan Pemeriksaan | , .
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanarn/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/Semesteran SKPD
Laporan Keuangan Bulanan/ dan Laperan Koordinasi Laporan 12.00 12.00 178,812,000 61,547,100

Triwulanan /Semesteran SKPD |Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi Dokumen 1.00 1.00 1,602,000 0
Anggaran Anggaran

Administrasi Barang Milik Persentase sarana dan
Daerah pada Perangkat prasarana Eantor yang berfungsi %

Daerah dengan baik

Penyvusunan Perencanaan
_ _ N Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik o Dokumen 2.00 2.00 1,414,000 0
Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD




=

Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
. Indikator Satuan | Target L. Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan _
. . Dokumen 1.00 1.00 921,000 0
Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan  |Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Laporan 2.00 2.00 3,684,000.00 o
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
Laporan 2.00 2.00 3,684,000 0

Daerah pada SKPD

Barang Milik Daerah pada SKPD

Persentase SDM Aparatur yang
mengikuti pendidikan dan

Pelatihan

268,315,000

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah Palket Pakaian Dinas

; ’ Paket 3.00 3.00 274,365,000 210,815,000
Beserta Atribut Kelengkapannya |Beserta Atribut Kelengkapan
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pendataan dan Pengolahan _ . .
. : ; Pengolahan Administrasi Dokumen| 60.00 49.00 7,114,000 0
Administrasi Kepegawaian ]
Kepegawaian
. _ Jumlah Dokumen Monitoring,
Meonitoring, Evaluasi, dan ! - -
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Dokumen| 60.00 49.00 7,114,000 0

Penilaian Kinerja Pegawai

Pegawai
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Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
) Indikator Satuan | Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawal Berdasarkan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan|Tugas dan Fungsi yang Mengilouti | Orang 45.00 16.00 200,134,000 57,500,000
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

Administrasi Umnom Perangkat

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi

i Persentase pelaksanaan

'administrasi nmom
|Jumlah Palet Komponen Instalasi

6,502,179,762

Listrik/Penerangan Bangunan |Listrik/Penerangan Bangunan Paket 1.00 1.00 36,124,000 35,419,000
Kantor Kantor yang Disediakan
, Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Paket 15.00 15.00 4,803,839,986| 4,347,737,050
Perlengkapan Kantor R
Disediakan
; Jumlah Paket Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan _
dan Penggandaan vang Paliet 1.00 1.00 185,010,000 138,907,300
dan Penggandaan o
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Laporan 6.00 6.00 2,567,822,000 1,886,116,412

SKFPD

SKPD
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Uraian Program / Kegiatan / _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja HKeuangan
Jumlah Deokumen Dukungan
Dukungan Pelaksanaan Sistem .
] ) Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Dokumen 5.00 1.00 200,850,000 94,000,000

Elektronik pada SKFD

Pengndaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urnsan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Peounjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Persentase Barang Milik Daerah
yang diadakan

Jumtlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang

2,370,611,000

2,370,611,000

2,592,336,756

2,323,060,000

2,212,530,494

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Laporan | 1.00 1.00 40,055,600 20,000,000
Menyurat Surat Menyurat '
. e Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, o .
' Komunikasi, Sumber Daya Air Laperan 12.00 12.00 636,536,840 527,537,578

Sumber Daya Air dan Listrik

dan Listrik yang Disediakan
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Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
. Indikator Satuan | Target L. Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan ' _
Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 13.00 13.00 1,915,744,316 1,664,992 916

Umum Kantor

Pemelharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Disediakan

100.00

81.04

703,812,340

388,128,202

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak |Dinas atau Kendaraan Dinas ) _ _
o _ o Unit 1.00 1.00 81,250,000 78,770,941
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan |Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan |Operasional atau Lapangan yan .
‘T"ﬁ Pﬂ" ? _ _ = } S Unit 13.00 13.00 202,343,000 110,382,261
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin .
] ) . o Unit 61.00 30.00 40,600,000 11,400,000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang
) o ¥ Unit 10.00 5.00 225.573,100 87.235,000
Berwujud Dipelihara
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan /Rehabilitasi _ _ _
_ Gedung Kantor atau Bangunan ]
Sarana dan Prasarana Gedung \ Unit 5.00 2.00 154,046,240 100,340,000
. Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lamnya | = ) I
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase elemen masyarakat

PROGRAM PENGUATAN i
vang mendapatkan penguatan
IDEOLOGI PANCASILA dan 16,624,125963 11,740,462,979

ideologi Pancasila dan karakter
EARAETER KEBANGSAAN
kebangsaan

Perumusan Eebijakan Teknis |Jumlah rumusan kebijakan yang
dan Pemantapan Pelaksanaan |mendukung penguatan Ideologi

Dokumen 6. 16,624,125,963 11,740,462,979
Bidang Ideologi Pancasila dan |Pancasila dan Karakter

Earakter Eebangsaan EKebangsaan

[Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Orang |10,910.00| 6537.00 3,073,122,900| 2,342,845,397
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan




- 56-

Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
) Indikator Satuan | Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan

Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Bidang Ideologt Wawasan Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Eebangsaan, Bela Negara, Bela Negara, Karakter Bangsa, Laporan 4.00 4.00 562,788,000 337,046,780
Karakter Bangsa, Pembauran Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Kebangsaan, Bhineka Tunggal |Tunggal [ka dan Sejarah
Ika dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan

Jumlah Deolkumen Hasil
Pembentukan dan Penumbiuthan

: Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalm )
) Karakter Keluarga Melalai
Peningkatan Kesadaran ]
: Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Pentingnya )

Masyarakat akan Pentingnva Dokumen 1.00 1.00 130,505,000 113,918,000
Penghayatan dan Pengamalan _

? Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek )
N Pancasila dalam Semua Aspek

Kehidupan Bermasyarakat, ) _

Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Berbangsa, dan Bernegara
Pengangkatan Purnapaskibraka |Jumlah Purnapaskibraka Duta

Orang 120.00 0.00 147,745,000

Duta Pancasila

Pancasila
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target Pagu

Laporan Hasil Pembinaan

Pembinaan terhadap aktivitas [Aktivitas

kepaskibrakaan dan Kepaskibrakaan dan Laporan Dokumen 4.00 2.00 3,369,539,500 1.383,765,000

Purnapaskibraka Hasil Pembinaan

- _ ) Jumlah Dokumen Pelaksanaan _ )

Pelaksanaan tugas Paskibraka . Dokumen 1.00 1.00 4,514,625,863 3,647,870,700
Tugas Paskibraka

Pelaksanaan tugas

o ' _ Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Purnapaskibraka Duta : Dokumen| 11.00 11.00 2,245,956,100 1,946,650,791
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pembinaan Lanjutan kepada Laporan Hasil Pembinaan

Purnapaskibraka Duta Lanjutan kepada Dokumen 3.00 3.00 1,718,720,000 1,381,467,500

Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka Orang 40.00 40.00 861,123,600 586,898,811

PROGRAM PENINGEATAN
PERAN PARTAI POLITIK dan
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN

Persentase masyarakat yang

mendapatkan pendidikan

politik dan pengembangan etika
serta budaya politik

1.16 |420,471,468,517 419,601,863,908
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Suls Keglitin Indikator Satuan Target Kinerja Pagu ——
ETIEA SERTA BUDAYA | |
POLITIE
Perumusan Eebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Polstil,
Etika Budaya Politik,

Jumlah rumusan kebijakan yang
Peningkatan Demokrasi, -

mendukung Peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan Dokumen  4.00 4.00 |420,471,468,517 419,601,863,908

Eehidupan Masyarakat yang

Pemerintahan, Perwakilan dan |
demokratis

Partai Politik, Pemilihan

Umum /Pemilihan Umum

Kepaia Daerah, serta

Pemantanan Situasi Politik

Pelaksanaan Kebijakan di |Jumlah Orang yang Mengikuti
Bidang Pendidikan Politik, Etika |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Budaya Politik, Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya
Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi,
Kelembagaan Pemerintahan, Fasilitasi Kelembagaan
Perwakilan dan Partai Politik, |Pemerintahan, Perwakilan dan

Orang | 3.171.00 | 4184.00 | 419.816,280,517| 419,055.306.296
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Pemilihan Umum /Pemilihan Partai Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Umum /Pemilihan Umum Kepala
Pemantauan Situasi Politik di Daerah. serta Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, i o
. ) Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di o _ . '
. o : Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Bidang Pendidikan Politik, Etika o . )
) ' Pendidikan Politik, Etika Budaya
Budaya Politik, Peningkatan L ) )
, o Politik, Peningkatan Demolrasi,
Demokrasi, Fasilitasi s
) Fasilitasi Kelembagaan . .
Kelembagaan Pemerintahan, ) . Laporan 4.00 4.00 655,188,000 546.557,612
o Pemerintahan. Perwakilan dan
Perwakilan dan Partai Politik, - 73
) . Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum /Pemilihan _ .
Umum /Pemilihan Umum Kepala

Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

PROGRAM PEMEERDAYAAN
dan PENGAWASAN
ORGANISAS]
EEMASYARAKATAN

Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

31.21

21.47

3,842,636,000

3,455,440,524




Uraian Program / Kegiatan / _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja HKeuangan

Perumusan Eebijakan Telknis
Jumiah rumusan kebijjakan yang
dan Pemantapan Pelaksanasn

mendukung Pemberdayaan dan
Bidanpg Pemberdayaan dan DoEumen 3,842.636,000

Pengawasan Organisasi

o  pe
engawasan Organisas: = .

Eemasyarakatan

[Jumlah Orang yvang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Orang |2,355.00 | 1765.00 | 3,603,248,000| 3,220,415,786
dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pelaksanaan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas _
Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah
Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Dibidang Pendaftaran Ormas, |Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Laporan | 4.00 4.00 239,388,000 235,024,738

dan Mediasi Sengketa Ormas, |dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas |Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target Pagu
PROGRAM PEMBINAAN dan Persentase elemen masyarakat ! '
PFENGEMBANGAN EETAHARAN yang mendapatkan pembinaan
EEONOMI, SOSIAL, dan di bidang ketahanan ekonomi,

BUDAYA sosial, budaya, dan agama

Perumusan Eebijakan Teknis |Jumilah rumusan kebijakan yang
dan Pemantapan Pelaksanaan mendukuong pengunatan
Bidang Ketahanan Ekonomi, |Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Dokumen : : 1,730,875,300 1,200,045,870

Sosial dan Budaya Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti

) . Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Bidang Ketahanan Ekonomi, _ . :
Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Sosial, Budava dan Fasilitasi .
' ' B Budaya dan Fasilitasi Pencegahan o _
Pencegahan Penyalagunaan Orang | 2,000.00 | 1310.00 1,529,287,300 1,032.336,625

Pelaksanaan Kebijakan di

Penyalagunaan Narkotika,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan st
5 e et Fasilitasi Kerukunan Umat
mat Beragama dan Penghayat - _ o
) ' ] ) Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah .
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Evaluasi dan Pelaporan di Bidang | Laporan 4.00 4.00 201,588,000 167,709,245

Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Sosial.
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Uraian Program / Kegiatan [ _ Realisasi Realisasi
Indikator Satuan Target Pagu
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan Penyalagunaan Narkotika,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan |Fasilitasi Kerukunan Umat
Umat Beragama dan Penghayat |Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGEATAN
EEWASPADAAN NASIONAL

Persentase potensi konfl ik
dan PENINGEKATAN KUALITAS ey Aitanganl 100.00 5,614,363.,950
dan FASILITAS] PENANGANAN
EKONFLIE SOSIAL

Perumusan Eebijakan Teknis ‘Jumlah rumusan Eebijakan yang
dan Pelaksanaan Pemantapan mendukung Pemantapan
Eewaspadaan Nasional dan Eewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial Penanganan KEonfl ik Sosial

Dokumen 5,614,363,950

Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti

Bidang Kewaspadaan Dini, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Kerja Sama Intelijen, Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Orang | 2.290.00 | 1463.00 2,645.195,150|  2,131,559,031
Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang

Tenaga Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja Aaing dan
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Uraian Program / Kegiatan / Realisasi Realisasi
) Indikator Satuan | Target L Pagu
Sub Kegiatan Kinerja Keuangan
Lembaga Asing, Kewaspadaan |Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Eewaspadaan, seria Kewaspadaan, serta Penanganan
Penanganan Konflik di Daerah  |Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, _ o
. . Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di ) )
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Bidang Kewaspadaan Dini, o )
) y Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Intelijen. .
. Intelijen, Pemantauan Orang
Pemantauan Orang Asing, i . ]
) ] Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Tenaga Kerja Asing dan % Laporan 4.00 4.00 352,788,000 347,434,763
_ Lembaga Asing, Kewaspadaan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
_ Perbatasan Antar Negara,
Perbatasan Antar Negara, e 3
L . Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Kewaspadaan, serta P
I Konflikt di Daerah
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Keordinasi |Jumlah Dokumen Hasil _
Dokumen| 12.00 0.00 2,616,380,800 23,053,046

Pimpinan Daerah Provinsi

Pelaksanaan Forum Koordinasi




- 64-

Uraian Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Indikator

Target

Realisasi
Kinerja

Realisasi
Keuangan

Pimpinan Daerah

Provinsi
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Grafik Realisasi Anggaran 2019-2024
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Eelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan berbagai
layanan kepada kelompok sasaran yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinva. Kelompok sasaran layanan
Bakesbangpol meliputi masvarakat umum, partai politik, organisasi
kemasyarakatan, forum-forum, pemerintah daerah dan instansi
vertikal, pemilih dan masyarakat pemantau politik, pelajar dan
mahasiswa, serta kelompok rentan sosial dan masyarakat di
wilayah rawan konflilk.

Layanan vang diberikan kepada masyarakat umum
difokuskan pada pembinaan wawasan kebangsaan, penanaman
nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan semangat bela negara
melalui  kegiatan sosialisasi, pendidikan kesbangsaan, dan
pembinaan karakter bangsa. Kepada partai politik, Bakesbangpol
memberikan layanan berupa fasilitasi pendidikan poelitik,
pembinaan kelembagaan partai, serta penyvaluran dan pengawasan
bantuan keuangan partai sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepada organisasi kemasyarakatan, layanan vang diberikan
meliputi registrasi, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT),
pembinaan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
agar sejalan dengan peraturan dan nilai-nilai kebangsaan. Forum-
forum kebangsaan seperti FKUB, FPK, dan FKDM difasilitasi
melalui  dukungan koordinatif, pembinaan kapasitas, serta
pendampingan kegiatan dalam rangka memperkuat komunikasi
antar elemen masyarakat dan menjaga kerulktunan sosial di daerah.

Bakesbangpol juga memberikan layanan keoordinasi dan
integrasi informasi kepada pemerintah daesrah serta instansi
vertikal dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional,
pencegahan konflik sosial, dan penguatan ketahanan sosial,
ekonomi, budaya, dan agama. Di bidang politik dalam negeri,
layanan diberikan kepada pemilih dan masyarakat pemantau politik
melalui pendidikan politik, sosialisas=i demokrasi, serta peningkatan
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partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan
kehidupan berdemokrasi.

Selain itu, kepada pelajar dan mahasiswa, lavanan diarahkan
pada pembinaan karakter kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi
nilai-nilai kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan
kesadaran akan pentingnva persatuan dan toleransi. Sementara itu,
bagi kelompok rentan sosial dan masyvarakat di wilayah rawan
konflik, Bakesbangpol memberikan layanan deteksi dini, fasilitasi
mediasi. serta pembinaan dasrah rawan sosial politik sebagai
bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman
masyarakat.

Secara keseluruhan, seluruh layanan yvang dilaksanakan oleh
Bakesbangpol ditujukan untuk mendukung tercapainya stabilitas
daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan
kehidupan masyarakat wyang rukun, aman, demokratis, dan

berwawasan kebangsaan.
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Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
1. Permasalahan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir (2020 - 2024,
menunjukan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat
dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah
diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan
yvang optimal. Upaya tersebut masih menvisakan “gap expectation” dalam
pencapalan kinerja yvang pada umumnya timbul dari kekuatan vang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yvang tidak diatasi,
peluang vang tidak dimanfaatkan, dan ancaman vang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas,
maka permasalahan dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:
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Tabel 2.5.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Perangkat Daerah

Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

Masalah Utama

Konflik sosial, menurunnya
solidaritas, mudah terpengaruh
hoaks, krisis kepercayaan pada
pemerintah, terhambatnya
pembangunan, dan lunturnya
nilai kebangsaan

Masalah Tk.2 1.1

Potensi munculnya ATHG yvang
dapat mengzanggu harmonisasi
di masyarakat

Masalah Tk.3 1.1.1
Belum optimalnya kesadaran
masyarakat mengenai wawasan

kebangsaan

Akar Masalah 1.1.1.1
Kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat

Masalah Tk.3 1.1.2
Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap pengaruh
negatif dari informasi global

Akar Masalah 1.1.2.1
Minimnya kemampuan
masyarakat dalam memilah

informasi

Akar Masalah 1.1.2.2
Kurangnya edukasi tentang
hoaks dan propaganda

Akar Masalah 1.1.2.3
Keterbatasan akses terhadap
sumber berita kredibel
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Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

Akar Masalah 1.1.2.4
Pendidikan yvang kurang
menekankan pemikiran kritis

Akar Masalah 1.1.2.5
Kurangnya pemahaman tentang
dampak budaya global

AEkar Masalah 1.1.2.6
Norma sosial yang membentuk
cara pandang terhadap

informasi

Akar Masalah 1.1.2.7
Budaya viral dan konsumsi

iriformasi cepat

Akar Masalah 1.1.2.8
Kurangnya peran media dalam
edukasi masyarakat

Masalah Tk.3 1.1.3
Terjadinya Konflik Sosial dan
Disintegrasi Masyarakat

Akar Masalah 1.1.3.1
Ego kedaserahan dapat
memperkuat kesenjangan
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Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

antara kelompok masyarakat
lokal dan pendatang.

Akar Masalah 1.1.3.2

Konflik antar-etnis atau antar-
kelompok kepentingan lebih
mudah terjadi, terutama dalam
perebutan sumber daya
ekonomi dan politik.

Akar Masalah 1.1.3.3
Perselisihan terkait batas
wilayah, lahan, dan hak-hak
masyarakat asli bisa semakin
tajam.

Akar Masalah 1.1.3.4

Berita hoaks, wjaran kebencian,
dan isu-isu SARA lebih mudah
menyebar dan memicu konflik

horizontal

Akar Masalah 1.1.3.5
Ketidakstabilan sosial bisa
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Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

muncul akibat senfimen
kedaerahan vang berlebihan,
sehingga masyvarakat lebih
mementingkan identitas
kelompck dibanding persatuan.

Akar Masalah 1.1.3.6
Rendahnya pemahaman
manajemen konflik membuat
penyelesaian masalah
cenderung dilakukan dengan
cara emosional, bukan melala

dialog dan musyawarah.

Akar Masalah 1.1.3.7
Ketidakmampuan masyarakat
untuk beradaptasi dengan
perbedaan budayva dapat
menimbulkan eksklusivitas

sosial.




Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

Masalah Tk.2 1.2
Ketidakpercayvaan masvaralat

terhadap Organisasi Masyarakat

Masaiah Tk.3 1.2.1
Kualitas Organisasi Masyarakat
vang belum memenuhi harapan

masyarakat

Akar Masalah 1.2.1.1
Kurangnya Pembinaan dan

Pemberdayaan Ormas

Akar Masalah 1.2.1.2
Adanya ormas yang tidak sesuai

AD/ART

Akar Masalah 1.2.1.3
Ketidakpahaman Organisasi

Masyarakat terhadap tata kelola

Organizasi
Masalah Tk.2 1.3 Akar Masalah 1.3.1.1
Kurangnya kesadaran dalam Kurangnya kurikulum atau
i Masalah Tk.3 1.3.1 _ o
penerapan etika dan budava materi pendidikan yang

politik dalam kehidupan sehari-
hari hingga menimbulkan sifat
apatis terhadap isu so=ial dan
politik

Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap etika dan
budaya politik demokras:

membahas demokrasi, hak dan
kewajiban warga negara, serta
etika politik secara mendalam di
sekolah

Akar Masalah 1.3.1.2
Rendahnya literasi politik di
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Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

kalangan masyarakat, sehingga
mereka mudah terpengaruh
oleh informasi yang bias atau
tidak benar

Akar Masalah 1.3.1.3

Media lebih sering berfokus
pada sensasi politik daripada
memberikan edukasi yang benar

tentang budava demokrasi

Akar Masalah 1.3.1.4
Penvebaran berita hoaks dan
propaganda politik yang
memperburuk pemahaman
masyarakat tentang demokrasi
yang sehat

Akar Masalah 1.3.1.5

Masih kuatnyva budaya politik
transaksional, seperti politik
uang dan politik patronase yang

membuat masyarakat lebih




Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

mementingkan kepentingan
sesaat daripada nilai-nilai

demokrasi

Akar Masalah 1.3.1.6
Rendahnyva kesadaran
masyarakat akan pentingnya
partisipasi aktif dan etika dalam
berdemokrasi

Akar Masalah 1.3.1.7

Para pemimpin dan elite politik
zering menunjukkan perilaku
tidak etis, seperti korupsi.
politik identitas, atau kampanye
negatif, yang kemudian ditiru
oleh masvarakat

Akar Masalah 1.3.1.8

Tidak adanva sanksi atau
konsekuensi yang jelas terhadap
pelangzaran etika politik
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Masalah Utama

Masalah Tingkat Dua

Masalah Tingkat Tiga

Akar Masalah

Akar Masalah 1.3.1.9
Kurangnya wadah bagi
masyarakat untuk berdiskusi
dan memahami nilai-nilai
demokrasi dengan baik

Akar Masalah 1.3.1.10
Partisipasi masyarakat dalam
politik sering kali hanya sebatas
pemilu, tanpa pemahaman yvang
mendalam tentang demokrasi

yvang berkelanjutan




Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi vang dimaliki

serta visi, misi program Kepala Daerah dan Walkil Kepala Daerah,
selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a.
b.

@ oo oA

B

Tata Kelola Pemerintahan vang baik

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pembinaan Perzatuan dan Kesatuan Bangsa

Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Integritas Partai Politik

Peningkatan Kualitas Demokrasi

Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
Penanganan konflik sosial

Stabilitas Ekonomi, Kerukunan Sosial dan Penguatan Semi
budayva Indonesia dalam mendukung Ketahanan Nasicnal
Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat
(Narkoba, Judi Online, LGBTQ, Pornografi. dan Prostitusi)
Peningkatan peran Ormas melalii penguatan kelembagaan,
pengawasan,dan pemberdayaan

Penguatan peran  pemerintah dalam — pengawasan,
pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan
pemanfaatan data crmas

Peningkatan Kewaspadaan Daerah

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda
Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK dalam

meningkatkan kewaspadaan nasional
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Tabel 2.5.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah Permasalah
otenst Tae erm an KLHS | Global Nasional Regional

Isu Strategis PD

(1) (2) (3) (4 (2] (6] (7]

1) Penerapan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronis
(SPBE) yang telah
berpredikat “sangat
bailk”

2) Perclehan Opini
WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari
BPK atas Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD) Belum optimalnya
3) Peningkatan tata kelola Tiga Agenda Tata Kelola

birokrasi yang pemerintahan yang Transformasi Pemerintahan yang baik
berkualitas, baik
tercermin dari
capaian

Indeks Reformasi
Birokrasi dengan
kategori BB atau
predikat “baik”

4} Pemerintah
Provinsi Kalimantan
Timur

menunjuklkan
tingkat akuntabilitas
kinerja yang sangat
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. Isu Isu Lingkungan Dinamis
Pot Daerah Permasalahan Isu Strat PD
SrenEN N i KLHS | Giobal Nasional Regional s egis
(1) (2) (3) (4] (3] (6] (7]
baik, tercermin
dari nilai AKIP

dengan predikat BB
atau “sangat baik”
vang ditandat
dengan
meningkatnya
efiziensi dalam
penggunaan
anggaran untuk
mencapai

target kinerja,
penerapan sistem
manajemen kinarja
vang andal dan
didukung teknologi
informasi, serta
pelaksanaan
pengukuran kinerja
yang

telah menjangkau
hingga tingkat
eselon III atau
koordinator

5) Program pelatihan
berbasis kompetensi
ASN, teratama
terkait digitalisasi,
penyusunan
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. Isu Isu Lingkungan Dinamis
Potensi Daerah Permasalahan KLHS Global Nasional Regional Isu Strategis PD
(1) (2) (3] (4] (S) (6] (7]
dokumen
perencanaan,
keuangan daesrah,
dan tata kelola
berbasis output
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
memantapkan
Memperkokoh Ideologi pengamalan Pancasila,

Pancasila, Demokrasi,
dan HAM

Pelaksanaan UUD Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Tka,
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Memperkokoh Ideologi
Pancasila. Demokrasi,
dan HAM

Pembinaan Persatuan
dan Kesatuan Bangsa

Memperkokoh ldeologi
Pancasila. Demolirasi,
dan HAM

Pengembangan
Kehidupan Demokrasi

Berdasarlkan Panragila

Memperkokech Ideclogi
Pancasila, Demokrasi,
dan HAM

Integritas Partai Politik
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. Isu Isu Lingkungan Dinamis
Potensi Daerah Permasalahan KLHS Global Nasional Regional Isu Strategis PD

(1) (2) (3] (4] (S) (6] (7)
MEEELpEF‘kaOh Ideolﬂ_gi Peningkatan Kualitas
Pancasila, Demokrasi, Dtk
dan HAM
Memperluat
penyelarasan kehidupan Pembinaan Kerukunan
yang harmonis dengan antarsuku dan
lingltungan alam dan Intrasuku, Umat
budaya, serta Beragama, Ras, dan
peningkatan toleransi Golongan lainnya guna
antarumat beragama mewnjudkan stabilitas
untuk mencapai kemanan lokal, rezional,
masyarakat vang adil dan dan nasional
makmur.
Memperkuat
penvelarasan kehidupan
vang harmonis dengan
lingkungan alam dan
budaya, serta Penanganan kontlik
peningkatan toleransi sosial
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yvang adil dan
makmur.
Melanjutkan Stabilitas Ekonomi,
pengembangan Kerukunan Scsial dan
infrastrultur dan Penguatan Seni budava
meningkatkan lapangan Indonesia dalam
kerja yang berkualitas, mendukung Ketahanan
mendorong Nasional
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. Isu Isu Lingkungan Dinamis
Pot Daerah Permasalahan Isu Strat PD
ayeIEL L i KLHS | Giobal Nasional Regional as egis
(1) (2) (3) {4 (=] (6] (7
kewirausahaan,

mengembangkan industri
kreatif, serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melahu
peran aktif koperasi

Memperkuat reformasi
politile, hukum, dan
birpkrasi, serta
memperkuat pencegahan
dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan

Fasilitasi dan sinergitas
Penanganan Penvalkit
Masyarakat (Narkoba,
Judi Online, LGBTQ,
Pornografil, dan
Prostitusi)

Memperkokoh Ideologi

Peningkatan peran
Ormas melalai

penyelarasan kehidupan
yvang harmonis dengan

Pancasila, Demokrasi, penguatan kelembagaan,

dan HAM pengawasan,dan
pemberdayaan
Penguatan peran
pemerintah dalam

Memperkokoh ldeologi pENgawasar,

Pancasila, Demokrasi, pemberdayaan ormas

dan HAM serta digitalisasi
pendaftaran dan
pemanfaatan data ormas

Memperkuat e

Kewaspadaan Daerah
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. Isu Isu Lingkungan Dinamis
Pot Daerah Permasalahan Isu Strategis PD
DR e a KLHS | Global Wastonal Regional e 2
(1) (2) (3] 4 (5] (6] (7]

lingkungan alam dan
budaya. serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk menecapai
masyarakat yang adil dan
makmur.

Memperkuat
penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan
lingkungan alam dan
budaya, serta Fasilitasi pembinaan dan
peninglatan toleransi pengawasan Forkopimda
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
makmur.

Memperluat
penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan

lingltungan alam dan Penguatan FKUB, FPK,
budaya, serta FKDM, dan PPWK dalam
peningkatan toleransi meningkatkan
antarumat beragama kewaspadaan nasional

untuk mencapai
masyarakat vang adil dan
makmur.
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BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagal pelaksana urusan
pemerintahan umum di daerah, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan
tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Telaah Rancangan Rensta
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 merupakan aspek penting agar
terjalin sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam

menjalankan urusan pemerintahan umum.

Renstra Kemendagri 2025-2029 membawa Visi “Kemenferian Dalam
Negeri yang Berorientas: kimerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi dan hovatif
{BerAKS]) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Meatwujudkan
Vist Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuu donesia
Emas 20457, Visi tersebut ditopang dengan Misi, berupa:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideclogi Pancasila, stabilitas politik
dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa. dan kualitas demokrasi
Indonesia.

o Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam

penyelengzaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik,

Meningkatkan lualitas layvanan kependudukan dan pencatatan sipil vang

0o

inovatif berbasis teknologi.

4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam
negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan
kewilayahan  berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang Terkait Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsza dan Politik

-

Visi

| Tujuan

Sasaran Strategis

Kementerian Dalam Negeri
yvang Berorientasi kinerja.
Adaptif, Kompeten, Sinergi.
dan Inovatf (BerAKSI) sebagai
poros Pemerintahan Dalam
Negeri Dalam Rangka
Mevwujudkan Visi Presiden dan
Walkail Presiden: Bersama
Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045

Memperkuat implementasi
nilai-nilai Ideclogi Pancasila,
stabilitas politik dalam negeri,
persatuan dan kesatuan
bangsa, dan kualitas
demokrasi Indonesia.

Meningkatkan implementasi
nilai-nilai Ideclogi Pancasila,

persatuan dan kesatuan
bangsa, serta meningkatnya

stabilitas politik dalam negeri,

lmaalitas demokrasi Indonesia.

Meningkatnya lkualitas
stabilitas paolitik dan
demolkrasi, implementasi
nilainilai ideologi Pancasila,
wawasan kebangsaan,
ketahanan ekonomi dan sosial
budaya. serta kewaspadaan

nasional.
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Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
efeltif dan berorientasi hasil, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memerlukan
perumusan kompornen perencanaan yang terstruktur, yaitu tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan. Keempat elemen ini merupakan bagian integral
dari kerangka logis perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah strategis yang sesual
dengan mandat kelembagaan, khususnya dalam memperlkuat ketahanan
ideologi, menjaga stabilitas polifik, serta membangun partisipasi masyarakat
yvang inklusif. Tujuan ini dijabarkan secara lebih konkret dan terukur melalui
sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama sebagai dasar
pengukuran capaian.

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun strategi sebagai pendekatan
utama yang mencerminkan langkah-langlah prioritas dan orientasi kebijakan
organisasi. Strategi kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan, yang
berfungsi sebagai pedoman teknis operasional dalam penyusunan program dan
kegiatan tahunan.

Secara keseluruhan, tujuan, sasaran, strategi. dan arah kebijalkan dalam
Renstra Badan Kesbangpo! Kaltim berperan penting sebagai instrumen
manajemen strategis guna memastikan bahwa selurah proses pembangunan di
bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan secara terarah, konsisten, serta
mampu menjawab tantangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

A, TUJUAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari
pernyvataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta
didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tuuan
harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapal di masa datang.
Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur.
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ASTACITA-1
Mnmperliah ideoiogh Penaasia) demoknas., dan Hak
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Mengacu kepada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, maka tujuan

yvang hendak dicapai, yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas dan
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
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Tabel 3.1.
Tujuan RPJMD 2025 - 2029 yang menjadi acuan
TUJUAN

Uraian Indikator
Terbangunnya Generasi Emas | Indeks Modal Manusia

Tata Kelola Pemrintahan yang
Baik

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yvang akan
dicapail secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing - masing tujuan
dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator
beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat
spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak
ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwnjudkan selama 3
(tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat
capaian (target).

Berdasarkan tujuan Rancangan Awal RPIJMD 2025-2029 yang telah
ditentulkan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada
sasaran Sasaran 8: Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan
Masyarakat dan Sasaran 9: Meningkatnya ~ Akuntabilitas
Pemerintahan dan Profesionalisme ASN

Tabel 3.2.
Sasaran RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan
Sasaran
Uraian Indikator
Indeks Kerukunan Umat
Meninglkatnya Akhlak dan Nilai | Beragama
Kebudayaan Masyarakat Indeks Pembangunan
Kebudayaan
- Nilai AKIP
Meni Akuntabilitas
e Indeks Inovasi Daerah
Pemerintahan dan :
Sistem Merit
Profesionalisme ASN
Indeks Pengelolaan Aset
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Berdasarkan tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPIMD 2025-2029
yvang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yvang dapat terlihat
pada Tabel 4.3. berikut:
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Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan , ) Target Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Ket.
Sasaran RPJMD 2025 (2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) 13) 14 (3] 15} (7] (8) (9) | (10} |(11)

Sasaran 8: Tujuan 1
Meningkatnyva Tervujudnya kehidupan
Nilai Agama dan |bermasyarakat yang Indeks Demokrasi Provinsi (80,71|80,73|80,75|80,77|80,79(80,81
Kebudayaan berlandaskan Pancasila,
Bermasyvarakat |demokrasi, dan HAM

Sasaran 1

Terwujudnya ketahanan

dan kewaspadaan

daerah yang louat

melalui penguatan

ideclogi, ketahanan

Indeks KEewaspadaan
sosial ekonomi dan 68,60 | 68,65 |68,70| 68,75 | 68,80 | 68,85
Daersh

budaya. serta

peninglatan

kesiapsiagaan terhadap

potensi ancaman dan

gangguan di

masyarakat.




-1 -

NSPK dan Target Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Ket.
Sasaran RPJMD 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3] (4) (3) (6) (7] 8] @) | (10} [(L11)
Sasaran 2
Meningkatrniva
kepercayaan Indeks Kinerja Ormas 67 68 69 70 71l 72
masyarakat terhadap
Organizsasi Masyvarakat
Sasaran 3
Meningkatnya
Persentase pemahaman
kesadaran dalam
etila dan budava politik di |75,00|75,50|76,00|76,50|77,00| 77,50
penerapan etika dan
masyarakat
budaya politik dalam
kehidupan sehari-harn
Sasaran 4 Indeks Kepuasan
Meningkatmya Masyarakat Perangkat 91,8 (91,9 | 92,0 | 92,1 | 922 | 92,3
Aluntabilitas Kinerja Daerah
dan Layanan Publik Nilai AKIP Perangkat
72,95|73,25|73,95|74,25|77,00|80,00
Perangkat Daerah Daerah
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Tabel 3.4.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Konsolidasi & Integrasi Data Evaluasi Capaian, Optimalisasi Program Sustainabilitas,

Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Kolaborasi Replikasi, dan

Lintas Seltor, dan Dolkumentasi Best
Verifikasi Program Practice

Prioritas
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAEKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program - program sebagai
pricritas Badan Kesatuan BPangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.
Rumusan strategi berupa pernvataan vang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapail yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga
memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan
masalah.

Sebagal salah s=atu rgjukan penting dalam perencanaan
pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan
Timur, rumusan strategl akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan, Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya - upaya
nyata dalam mewujudkan RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Arah Kebijakan adalah ramusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untulk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis vang dilaksanakan secara bertahap sebagal penjabaran
strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi
pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan
Timur yang difokuskan pada prioritas - prioritas pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada
tabel berikut.
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Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Sasaran 1
Terwujudnyva
ketahanan dan
kewaspadaan
Tujuan 1
] daerah yang kuat
Terwujudnya Penguatan
) melalui penguatan ) }
kehidupan T Meningkatkan pembinaan
o 10e0logl, . .. . (I : .
bermasyarakat . edukasi dan literasi |ideologi Pancasiia
ketahanan sosial ) )
vang ) Ideclogi Pancasila dan wawasan
ekonomi dan _
berlandaskan dan Wawasan kebangsaan
] budava, zerta
Pancasila, ) Kebangsaan kepada
peningkatan
demokrasi, dan - masyarakat
kesiapsiagaan
HAM )
terhadap potensi
ancaman dan
gangguan di
masyarakat.
Penguatan
Meningkatkan edukasi dan
edukasi dan literasi |literasi terkait
terkait Ketahanan |Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial,
Budayva dan Agama |Budaya dan
kepada masyarakat |Agama kepada
masyaralkat
Optimalisasi
Penguatan sistem koordinasi
deteksi dini intelijen daerah

terhadap potensi

dan peningkatan

konflik sosial kapasitas analisis
isu strategis

Meningkatkan Fasilitasi

sinergi penanganan |penyelesaian

konflik sesial konflik sosial
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
secara preventif
dan partisipatif

Sasaran 2 Meningkatkan Pembinaan dan
Meningkatnya kapasitas fazilitasi
kepercayaan kelembagaan dan organisasi
masyarakat kepatuhan kemasyarakatan
terhadap Crganisasi yang tertib
Organisasi kemasyarakatan administrasi dan
Masyarakat terhadap regulasi berdava guna
Sasaran 3 Peningkatan
Meningkatnya literasi dan
== T Menyelenggarakan . . .
kesadaran dalam - i partisipasi politik
i pendidikan politik
penerapan etika masyaralkat serta
.. |vang inklusif dan
dan budaya politik ] Penguatan
. berkelanjutan
dalam kehidupan Kelembagaan
sehari-hari Politilk
Pengosunaan
Meningkatkan
Sarana Teknologi
pemanfaatan media |
: Digital Untuk
dan teknologi
Meningkatkan
informasi dalam ) ,
Literasi dan
pendidikan pelitik
Edukasi
Meningkatkan peran |Pelibatan tokoh
serta tokoh adat, agama, dan
masyarakat dan pemuda dalam
organisasi sosial penguatan etika
dalam pendidikan politik dan
politik demolkrasi
Mendereng Sosialisasi nilai-
Partisipasi nilai demokrasi
Masyarakat dalam |kepada
Prozes Demokrasi masyarakat
Penerapan Regulasi |Deseminasi
yang Mendukung regulasi kepada

Etilea Politike

masyarakat
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BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5885
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, maka dapat diuraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai
berikuat:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranghkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan

yvang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keunangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan
SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Lapeoran Keuangan Bulanan/

Trivulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4, Hegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
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a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

C. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKFPD

f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pengadaan Aset Tak Berwujud

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

E. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA dan EKARAKTER
KEBANGSAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



- 08 _

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Tka,
dan Sejarah Kebangsaan

b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,

dan Bernegara

d. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
e. Pelaksanaan tugas Paskibraka

f Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

z. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

h. Pembentukan Paskibraka

PROGRAM PENINGEATAN PERAN PARTAI POLITIE dan LEMEBAGA

PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN ETIKA

SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan Perumusan Kebijjakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaunan

Situasi Politik

a. Pelaksanaan Kebijjakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan ‘Situasi Politik di Daerah

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budayva Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

PROGRAM PEMEERDAYAAN dan PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
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Kegiatan Perumusan Kebijjakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

8.

Pelaksanaan HKebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdavaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMEINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, dan BUDAYA

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

fl.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fagilitast
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL dan PENINGEATAN
KUALITAS dan FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan Perumusan Kebijjakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

&.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara., Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
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Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
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Tabel 4.1. Cascading Kinerja Rancangan RENSTRA

" daa o |/ Kegiatan [
Sasaran Tojuan Sasaran Outcome Output Indikator TR a
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2] (3) {4) 13] (6] (7)
Tajuan 1
Tervyjudnya
Sasaran B:
—— kehidupan
=5 gike] Ty
o e bermasyarakat
Nilai Agama
i vang Indeks Demokrasi Provinsi
N berlandaskan
ebudayaan
N Pancasila,
ermasvarakat
" |demokracsi, dan
HAM
Sasaran 1
Terwujudnya
ketahanan dan
kewaspadaan
daerah vang Indeks Kewaspadaan Daerah
kuat melalui
penguatan
tdeologi,

lcetahanan
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N i Pro / Kegiatan [
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7}
sosial ekonomi
dan budaya,
serta
peningkatan
kesiapsiagaan
terhadap
potensi
ancaman dan
gangguan di
masyaralkat.
Meningkatnya
ketahanan
sosial, ekonomi, ]
Program Pembinaan Dan
Gl aclagm Yadaks Baie ldoissa & P Bansa
e armoni Indonesia =
et ngem
) Kalimantan Timur Ketahanan Ekonomi,
yang tercermin
4 Sesial, Dan Budaya
dari terjaganya
keharmonizsan,

toleransi, dan
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NSPK dan _
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
stabilitas sosial |
di daerah
Famusan
kebijakan yang Kegiatan Perumusan
mendukung Jumlah rumusan kebijakan yang | Kebijakan Teknis dan
penpuatan mendulkung penguatan Pemantapan Pelaksanaan
Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan |Bidang Ketahanan
Ekonomi, Budaya Ekonomi, Sosial dan
Sosial dan Budaya
Budava
Pelaksanaan Kebijakan di
Jumlah Orang yang Mengikum _
Bidang Ketahanan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penvalagunaan
Narkotika, Fazilitasi Kerukunan
U'mat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Ekonomi, Sesial, Budaya,
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan
Umart Beragama dan
Penghayat Kepercayvaan di
Daerah
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NSPK dan Program / Kegiatan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
Pelaksanaan Monitoring,
Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di
Meonitoring, Evaluasi dan
Bidang Ketahanan
Pelaporan di Bidang Ketahanan ' . )
Ekonomi, Sosial, Budaya,
Ekonont, Sosial, Budaya dan
dan Fasilitasi Pencegahan
Fasilitasi Pencegahan
Hik o Penvalagunaan Narkotika,
ralagunaan Narkotika,
¥ Fasilitasi Kerulounan
Fasilitasi Kerukunan Umat o _ a
mat Beragama dan
Beragama dan Penghayat |
Penghayat Kepercayaan di
Kepercayaan di Daerah
Daerah
Meningkatnya
pemberian
edukasi dan Persentase elemsn masyarakat
literasi vang mendapatkan penguatan Program Penguatan
masyarakat edulasi dan literasi ideclogi Ideolog Pancasila Dan
dalam Pancasila dan karakter Karakter Kebangsaan
pemahaman kebangsaan
ideologt

pancasila dan
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NSPK dan Program / Kegiatan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
karakter
kebangsaan

Famusan
kebijakan yang .

Kegiatan Perommusan
mendukung Jumlah rumusan kebijakan yang

Sl Kebijakan Teknis dan
niguatan mendukun tan Ideclo

= REEEE 2 Pemantapan Pelaksanaan
Ideclogi Pancasila dan Karakter

Bidang Ideoclogi Pancasila
Pancasiladan |Kebangsaan

dan Karakter Kebangsaan
Karakter
Kehangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebanpsaan, Bhinska
Tungpal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah i.apﬂran Hasil Euiinnifﬂﬁng
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideclogi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineska Tunggal Ika, dan
Seiarah Kebangsaan
Pelaksanaan iul_nnitﬂring
Evaluasi dan Pelaporan di
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NSPK dan Program / Kegiatan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator = i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}

'Iﬂeu.lng-;i_w;-imsm Keﬁang:man,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebanpsaan, Bhineka
Tungpal Ika dan Sejarah

'E'idaﬂ.g-ideﬁl.ﬂgi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,

Karalkter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan.

Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan
Pembentukan dan
Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Karakter
Pembentukan dan Penumbuhan |Keluarga Melahai
Karalter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran
Peningkatan Kesadaran Masvarakat alcan
Masyarakat akan Pentingnva Pentingnva Penghayatan
Penghayatan dan Pengamalan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Pancasila dalam Semua
Kehidupan Bermasyarakat, Aspek Kehidupan
Berbangsa, dan Bernegara Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
Laporan Hasil Pembinaan Pembinaan terhadap
Alktivitas aktivitas kepaskibrakaan
Kepaskibrakaan dan Laporan dan Purnapaskibraka
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NSPK dan ]
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}

Hasil Pembinaan

Purnapaskibralka

Jumlah Dokumen Pelaksanaan |Pelaksanaan tugas

Tugas Paskibraka Paskibraka

) Pelaksanaan tugas
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Pancasila

Laporan Hasil Pembinaan Pembinaan Lanjutan

Lanjutan kepada kepada Purnapaskibraka

Purnapaskibralta Duta Pancasila |Duta Pancasila

Jumlah Paskibraka Pembentukan Paskibraka
Meningkatmya
pemberian Program Peningkatan
edukasi dan Kewaspadaan Nasional
literasi Persentase Penanganan Potensi | Dan Peningkatan Kualitas
masyarakat Konflik Sosial Dan Fasilitasi
tentang Penanganan Konflik
marnajemen Sosial

leonfliks so=ial




- 108 -

NSPK dan ]
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}

dan

kewaspadaan

dini
\Rumusan
kebijakan yang Kegiatan Perumusan
menduluung Jumlah ramusan kebijakan vang |Kebijakan Teknis dan
Pemantapan mendukung Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan |Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional
MNasional dan |Penanganan Konfl ik Sosial dan Penanganan Konflik
Penanganan Sosial
Konflik Sosial

Jumlah Orang yang Mengikun
Pelalksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Ading, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
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NSPK dan ]
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
Kewaspadaan, serta Penanganan 'Kewaspadaﬂn, serta
Konilik di Daerah Penanganan Konflik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring,
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan di
Monitoring, Evaluasi dan Bidang Kewaspadaan
Pelaporan di Bidang Dini, Kerja sama Intelijen,

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Crang
Asing, Tenapga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,

Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lemhbaga Asing.
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitas:

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan |Kewaspadaan, serta
Konilik di Daerah Penanganan Konflik di

Daerah
Jumlah Dekumen Hasil

. |Pelaksanaan Forum

Pelaksanaan Forum Koordinasi

Koordinasi Pimpinan
Pimpinan Daerah

Provinsi

Daerah Provinsi
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NSPK dan Program / Kegiatan /
ro
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
Sasaran 2
Meningkamya
kepercayaan
masyarakat Indeks Kinerja Ormas
terhadap
Organisasi
Masyarakart
Penguatan Program Pemberdayaan
it s Presentase Peninglatan .
elembagaan an Pengawasan
o Kapasitas dan Kualitas & s
o isasi
rganisasi Organisasi M it rean
masyarakat Kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan
kehijakan yang
Kebijakan Teknis dan
mendukung Jumlah rumusan kebijakan yvang
Pemantapan Pelaksanaan
Pemberdayaan |mendukung Pemberdayaan dan
' ) Bidang Pemberdayaan
dan Pengawasan Organisasi
dan Pengawasan
Pengawasan Masyarakat o
o Organisasi
Organisasi
Kemasyarakatan

Masyarakat




- 111-

NSPK dan

Program [ Kegiatan /

Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
Jumlah Orans vang Mengikud 'Pelaksailaﬂn_Kebija-kan
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang |Dibidang Pendafiaran
Pendaftaran Ormas, Ormas, Pemberdayaan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi |Ormas, Evaluasi, dan
dan Mediasi Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas |Pengawasan Ormas dan
Asing di Dasrah Ormas Asing di Dasrah
Pelaksanaan Monitoring
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Dibidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas,
Ormas, Pemberdayaan
Pemhberdayaan Ormas, Evaluasi
OUrmas, Evaluasi, dan
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas .
. ) Pengawasan Ormas dan
Asing di Daerah
Ormas Asing di Daerah
Saszaran 3
Meningkam
e Persentase pemahaman siika dan
et flan hu&ﬁy& litik di masyaraka
o m t
dalam P
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s Program [ Kegiatan [
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
etika dan
budaya politik
dalam
kehidupan
sehari-hari
Meningkatmya
Prao Peningkatan
i grain gka
Persentase masyarakat yang Peran Partai Politik Dan
ma@&tﬁ.kﬁt
mendapatkan pendidikan politik |Lembaga Pendidikan
terhadap etika
dan pengembangan stika serta Melalui Pendidikan Politik
dan budaya _ ’ _

i budaya politik Dan Pengembangan Etika
=2 ) Serta Budaya Politik
demokrasi

'Rumusan Kegiatan Perumusan
kebijalean vang Kebijakan Teknis dan
mendulning Jumlah ramusan kebijakan yvang |Pemantapan Pelaksanaan
Peningkatan mendukung Peningkatan Bidang Pendidikan Politik,
Kehidupan Kehidupan Masyarakat yang Etika Budaya Politk,
Masyarakat demokratis Peningkatan Demokrasi,
Vang Fasilitasi Kelembagaan
Pemernntahan,

_demﬂkraj:is
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NSPK dan Program / Kegiatan [
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7}

Perwakilan, dan Partai
Politike, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Eepala Dasrah, serta
Pemantauan Situasi

Politk

Jumlah Orang yvang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budava
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitas: Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Bartai Politik, Pemilihan

Umum / Pemilihan Umum Kepala
Diaerah, serta Pemantauan

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peninglkatan Demolrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partad
Politik, Pemilihan

Umum/ Pemiliban Umam
Kepala Dasrah, Serta

Situasi Politik di Dasrah Pemantauan Situasi
Politils di Dasrah
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring;

Monitoring, Evaluasi dan

Evaluasi dan Pelaporan di
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NSPK dan ]
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
PEiELpDI&n di Elcla:rlg Pendidikan Bidang Pendidikan Politik,
Politnk, Etika Budaya Politik, Etdka Budaya Politk,
Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitas: Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintahan,
Partai Politik, Pemilihan Perwakilan, dan Partai
Unmim /Pemilihan Umum Kepala |Politik, Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Umum/Pemilihan Umum
Simasi Politik di Daerah Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Sasaran Terwvujudnya
Meningkatnya |tata Kelola
Akuntabilitas, |pemerintahan L
Integritas, dan |perangkat HEaARE
Profesionalisme |daerah yang
Pemerintahan |akuntabel
Meningkatnya 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
Alkuntabilitas 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
Kinerja dan Perangkat Diaesrah
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NSPK dan _
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
Pelayanan
Publik Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politi
Meningkatmya Indeks Kualitas Layanan )
Kualitas Kesekretariatan FHEpn Paniang
Layanan Persentase Keluhan Pengsuna [ Fameriatntian
Kesekretariatan | Layanan yang ditindaklanjut Rarn o
Tersusunnya
Dokumen Kegiatan Perencanaan,
Perencanaan, |Persenstase Dokumen Penganggaran, dan
Pengangparan. |Perencanaan. Penganggaran dan |Evaluasi Kinerja
dan Evaluasi |Evaluasi Kinerja Peranglkat Peranglat Daeral
Kinerja Daerah yang ditetapkan tepat Penyusunan Dolumen
Perangkat waktu Perencanaan Perangkat
Daerah tepat Daerah
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NSPK dan _
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPJMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja |Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pelaksanaan Forum
Jumlah Berita Acara Hasil Forum |Peranglkat Daeral
Perangkat Dasrah Berdasarkan | Berdasarkan Bidang
Bidang Urusan yang Diampu Urasan vang Diampu
dalam Rangka Penyusunan dalam Rangka
Diokumen Perencanaan Perangkat|Penyusunan Dokumen
Dasrah Perencanaan Peranglkat
Daerah
Tersedianya
administrasi
keuangan Kegiatan Administrasi
perangkat Persentase realisasi anggaran Keuangan Perangkat
daerah secara Daerah
tertib dan

akuntabel
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NSPK dan _
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPJMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
L;:lah Orengysng Menenma: |, edinai Gaji dai
i P AASH Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan |Pengujian/ Verifikas
SKPD Kenangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Koordinasi dan
Trivulanan / Semesteran SKPD Penyusunan Laporan
dan Laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/
Penyusunan Laporan Keuangan |Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan (Semesteran| SKFD
SKPD

.Tﬁrsefiianya

sarana dan
prasarana
kantor vang

(berfungsi

Persentase sarana dan prasarana

kantor yang berfungsi dengan
baik

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
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NSPK dan peo | Kegintan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
dengan bail
melalui
pengelolaan
Barang Milik
Daerah yang
tertib dan
optimal
Rekonsiliasi dan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laperan
Penyusunan Laporan Barang
Barang Milik Daerah pacla
Milik Daerah pada SKPD
SEPD
Jumlah Laporan Penatausahaan |Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah pada SKPD |Milik Daerah pada SKPD
Tersedianya
administrasi
) Persentase SDM Aparatur vang  |Kegiatan Administrasi
kepegawaian e et A
mengikiiti pendidikan dan Kepegawaian Peranglkat
- Pelatihan Daerah
mendukung ’




- 119-

NSPK dan ]
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}

kapasitas SDM

aparatur

melahai

pelatihan dan

pengembangan

kompetensi
Jumlah Dokumen Pendataan dan |Pengadaan Pakaian Dinas
Pengolahan Administrasi Beserta Atribut
Kepegawaian Kelengkapannya
Jumlah Dekumen Monitoring, o )
Evalunsi, dan Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi, dan

) Penilaian Kinerja Pegawai

Pegawai
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan
Tugas dan Fungsi yvang Mengilkouti | Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya

administrast Persentase palaksanaan Kegiatan Administrasi

umn administrasi umimm Umum Perangleat Daerah
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NSPK dan _
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
RPIMD Sub Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}

daerah secara

tertib, efelnf,

dan efisien
Jumlah Paker Peralatan dan

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan Penyediaan Barang
dan Penggandaan yang Cetakan dan
Disediakan Pengoandaan
Jumlah Dekumen Bahan Bacaan |Penyediaan Bahan
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
Undangan yang Disediakan Perundang-Undangan

Jumlah Laporan Penyvelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKEPD

Penvelengoaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Dekumen
Penatausshaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
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NSPK dan Program / Kegiatan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
Jumlah Dokumen Dukungan Dukuﬂ.gan Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem Sistem Pemermtahan
Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada
Elektronik pada SKPD SKPD
.TEISE&I;EIIIFB.
Barang Milik Bengad - Sk
e aan Baran
Daerah &
) Persentase Barang Milik Daerah |Daerah Penunjang
PEIUMATIE ! \
yvang diadakan Urusan Pemerintah
urusan
Daerah
pemerintahan
daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau

Disediakan Lapangan

Jumlah Palket Mebel yang

A — Pengadaan Mehsel
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | Pengadaan Peralatan dan

Lainniya yang Disediakan

Meszin Lainniya
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NSPK dan Pro / Kegiatan /
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}

Jumlah Unit Aset TB.]:EBEF.‘FH_]‘LI(! Pengadaan Aset Tak
yvang Disediakan Berwujud

Tersedianya

urusan

pemerintahan

daerah yang ! s .
Persentase pelaksanaan jasa Kegiaran Penyediaan Jasa

mendukung T : g
penunjang urusan pemerintahan |Penunjang Urusan

kelancaran
dasrah Pemerintahan Dasrah

pelaksanaan '

tugas dan

fungsi

perangkart

dasrah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa|Penyediaan Jasa Surat
Surat Menyurat Memyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa|Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik yang Disediakan

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik




- 125-

NSPK dan .
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator Trogeam | Regatan./
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (3) 16) {7}
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa )
Pelayanan Umum Kantor yang Pegndian Jaa }
R Pelayanan Umum Kantor
.Tﬂr-pelihﬂranya
Barang Milik
Daerah
urusan Persentase Barang Milik Daerah | Barang Mililkk Daerah
pemerintahan |yang terpelihara Penunjang Urusan
daerah agar Pemerintahan Daerah
tetap berfungsi
baik dan layak

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jahatan yvang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajalnva

Pén}'ediafm Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan
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NSPK dan Program / Kegiatan [
Sasaran Tujnan Sasaran Outcome Output Indikator i
Sub Kegiatan
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (3) 16 {7}
'ij&nyﬁaiaan Jasa

Jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan, Biaya

Operasional atau Lapangan yvang |Pemeliharaan, Pajak dan

Dipelihara dan Dibayvarkan Pajak |Perizinan Kendaraan

dan Perizinannva Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan

Lainnyva yang Dipslihara dan Mesin Lainnya

Jumlah Aset Tak Bervajud vang |Pemeliharaan Aset Tak

Dipelihara Berwuajud

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan /Rehabilitast

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya vang
Dipelihara/Direhabilitasi

Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
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Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urnsan /

Teret dan Pagn Indikatif Tahon

Tizarsh

Program [ Outcome Basslin 2026 2027 2028 2020 2030 Het
; /Bub Indikator Owicome [/ Duiput ;
Eegiatan e 2024 | Targe Targe Targe ) Targe Targs
: Fagn Pagu Pagu Pagn Pagu
Eegiatsn Ootput t t t t t
it 2] £3) (4 ] ) i [B] {9 10 [LL] (12 23 {14
ndeks Eushiss Laysnan 13744 635 75 13734463575 153744 R35T5( 13.744.63555| 0.0
Progrem Peminjang ; TEEL | B435 4 8453 4 8515 A Bo48 | 13744 835754 | RSB0 il
; Hesslostametan
Urussn Pemenntshsn
o Dorsentace Keluhan Peamgsuns 100.0 o 1000 I 100.0 _ o 1000 e 1000 _
Eaersh Provins . 100,00 1551 676523 1551 676502 1551.676522 1551676522 1551 676522
Laysmen yeng ditindsldamut o O o 0] o
~ } Sersenstaze Dolumen
Panpangsaran dan 5 ; 1000 100.0 = 1000 ) 1020 100.0:
: Eveluazs Finers Peranglkat 100,00 : 268105740 268 5. 740 268103740 268105740 - 258 105740
Evaluas: Kanens = 3 S (1) v 0 ' ') o
Perangiet Dasreh
walktn
Penyusunan Dolmimen
Jumish Delommen Pereficansan R o - _ —
Perencansean Pevangleat 3,00 3.00 25:513:200( 3,00 25.513:200( 3,00 25513200 3,00 25:513:200| 3,00 25.513300
Deramglat Dasrah
Dizarsh
A ) dumlsh Eaporan Evalies
Evehiss: Finerja .
Hinerja 4.0 #4100 123.033.150) 400 123.033.160| 4,00 123 033.160| 4.00 133033160 4.00 123.033.160
Peramgirst Daerah
Foramgicat Dasyah
Pelalrzanzan Forum
Peramgirst Daerah Jumlsh Berta Acsr= Haml
Derdzsarkan Bidang Forum Perangiat Daersh
Urisan srang Dismmpn Berdaszarleem Bidemgs Unasan
i 2.00 208 119 552380 2,00 119 358 380G| 2,00 119.559 350 2,00 119 5593530 2,00 115550380
delam Fangle wang Thempu dalsm Fengl=
FPenyusunan Dolomsn Permrusunen Doloomen
Perenicanssn Peramzlat  |Perencansen Peranglost Tieerah
Dizarsh
- : : I 12:534 485 Of 12 534 48055 12,6534 45506 _ 12,634 48995
K=iiong=n Poranglest Borzontece reslicas angszran G727 [ 97500 A i S i 93,60 3 SE25 | 12 634 480 054 _Eﬂ,bﬂ 4
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Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
fEsgistan /Sub thatox Qut g 2024
= Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] (13 113 (14
Jumleh Crans vang Mensrmms Lz =
Fenyadigan Gaji dan 12.206.950.26 12 20695026 12 206.950.36 12.206.95036
i ~ Gagi 4000 | 4900 £5.00 4500 4500 | 12206950 384 | 49 00
Tumjanzain ASN 4 4 - 3 . ]
dan Tunjsn=am ASK
Felak=snasn Jumish Dolommen
Penataiizshasn dan Penatsiszabisan dam ) . )
< o - = 120G | 1200 26366400 1200 426 386 400 | 1200 476 386400 1200 426 386.400| 12 00 428 386,400
Pengupean [ Verihicss Fengupusn,Venfikaz Heusnz=n
Eouansan SEPD SKFED
Jumleh [sparan Kousnesn
Roordinasiden Bulanan/
Penyvusunsn Laporen Townlanan) Semssteran SKPD
Keuanz=h Bulsnsi/ dan Laporan Koordmas 120G | 1200 1.153.200| 1006 1.153200| 12,00 1.153 700 | 1200 1.1533700| 12,00 1.153.260
Trwulsnenf Semesteren . | Pemusunsn Laporan Heusngan
SEFD Bulanan/Tromulanan /Semecters
n SHPD
Fepatan Admimstras Forgontace carana dan
Bm:_']g Ml Tigsr=h prsssrans kertor yans berimes 3-0,“3 5000 723556600 ﬁﬂ.ﬂﬂ T33756 R00| 6560 733.755.608 FOE0 T33.306.608| 75,80 33755600
Penpemarnen Barans Jumleh Dolnomen Pengamesan
: 1 1 699 300020 £59_300.000 1 695 300 000 i £9C 300 000 1 699 200.000
MGl Dasran SKPD Berang Milik Daseh SEFD
Felkcnahec dan o
. Jumleh Laporan Ralonsiliz=y
; dan Penyusunan Laporan 4. 00 200 1944 400 2,00 1944 A00| 200 1.944 40¢| 2,00 13244 400| 2,00 1.944 400
Beramg Milik Dmeysh
Earsng Milik Daersh pads SEFD
pada SEPD
Pepatanizahaan Barans |Jumlsh Laporan Pensteusshean = -
3 200 2,00 32512200 2,00 325122300 2,00 32512 200 2,00 J25123200| 2,00 32512200
Mibk Dsersh pads SEFD |Barsng Mhlik Deersh pads SEFD
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Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
i _— Indifstor Outcomes / Cutput SR
egistan & Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
Fegintan Admmistras: Fersentase DM Aparatur veang
Kepegawaian Peranglat  |mengiloat pendidilean dan 3265 | 5000 10B. 283450 50,00 108283450 S 00 108 283450 ( 50,00 10B 283:450] 50,00 108:283-450
Dasrah Felatihen
Pengsoaan Pelcmen Dimss [Jomish Dolommen Pendstsan
Bezeris Atribuit dan Pergolahan Admimstrasi 55,00 (4500 54196 850 4500 54 Y96 850 4900 54 196 850 4500 54 196850 43 00 54166 850
Felemgiapammya Fepegawalan
L ) Jumleh Dolnomen Montiering.
Momtorme, Evaluac dsn . . . o L . _ _ _
Evaluas=s, dan Pemlaian Kmera 4500 | 4900 3.574.400) 4900 3574404 4900 3.574 400 ) 4900 3.574.400| 42.00 3.574. 400
Pemlsiayn Kmerja Pegzwm
Fezawa:
Jumish P 1 Berdacar]
Bk dan Patihin = =
Tugas dan Fung=i vans _- s S El = - =i =
Pegzwan Berdas=rkan 1600 | 300 S0.582 200 500 50512200 540 o0.5312 200 | 5,08 o0 312200| 5,00 50512200
10 N . AWeonginih Pendidiltan dan
Tugas unzs Ptk
Fegintan Admmistras: Persentase pelaksanaan 1000 100,06 1000 1000 1000
) . ~ 9734 1.096716.222| TO96 716322 1006716222 096, 715.222 1096 716332
U Pevenpbrat Desrahn [rmonstrasiummam 0] [4] 0 0 O
Jumlseh Palest Peraletan dan
Peny=chiean Peralstan dan
Porlenglapan Kantor yang 15,08 | 1500 85992065 15:00 853992065 15.00 25002065 15.00 85:952.085| 15.00 85952065
Perlenglcapan Kentor =
Dhizsedialsan
Peny=chesn Bareng Jumleh Faket Berang Cetalen
Cetalem dan dan Pengeandasn vang 1,00 1,00 S5.990:630( 1,00 SES90530| 1.00 56990630 1.00 S6090630| 1,00 56.090.630
Penzzsndean THeedialan
Fenyadisan Dahan dumish Dolnmmen Bahan Bacsan
Barasn dan Perafiiran dan Perasturan Perundang- 1.00 1,00 11230000 1,00 11 380000 1,00 11 880000 1.00 11 880000 1.00 11 880000
Perundang-Tndangan Undengzn y=ng Cicediskan
Penyelengparean Fapat | Jumlsh Laporan
Koordinss: den Peny=lehzcarsan Fapat 6,00 500 BES9BRORT| £00 885 988 962| £,00 885 SRR 902 | 6,00 8BS 285962 6,00 885 GBE 052
Eomsult==) SEFD Hoordmas) dan Konsultes) SEFL
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Bidang Urnsan / Tarst dan Pagn Indikstif Tebhun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
19k Indikstor Outcome f Ohwtput
fEagiatan e 2024 | Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i9 110 {11] (13 113 (14
Jumleh Doloimen
Fenstausahasn Arap
i i Ponpatsusahaen Avsip Dinamis 1,00 1,00 1.000.000) 1,00 1:000.000| 1.00 1.000.000| 1,00 1.000:000| 1,00 1.000:000
DPinsryms pads SEPD
pads SHPD
Thabnimgsn Peleksanean [Jomish Dolommen Thiloumesn
Sistern Pemermitahan Pelalcanaan Sictem :
. - y 1,00 1.00 54 854 565 100 54 B854 585| 1,00 S4.864 585 1,00 5S4 864 SE5| 1,00 54 864 565
Berbesis Eleloromik pede |FPemermishnen Berbaziz
SEFD Elekivonik pada SEFD
TDizersh Penunjang Tersentase Bavaps Mililk Dzeysh 100.0 100G 1000 1000 1000
) ) X 104,00 27 2IFT 200 27387 200 27397200 27397200 27397200
Urtiz=n Femermish yang disd=ksn 0] 0 0 0 o
Dzerch
Pengadasn Kendargan dJumlsh Unit Eendarasn Thnas
Einasz Operasional atenn  |Operasional ateu Lapangsn yang | 7,00 1.00 56.100( 1,00 56.100( 1,00 56.100( 1,00 56.100| 6,00 56100
Lepang=n Cizedisban
) Jumleh Palet Alebel veng _ _ _ _
Pengadasn Mehel o 1,00 1.00 25341.100( 1,00 25.341.100( 1,00 25341100 1,00 25341.100| 1,00 25.341 100
THesdiakan
Perigadaan Poralaten dan |Jumlish Ut Peralatan dan
x . i . o - 1,00 1.000.000| 1,00 1:000.000| 1.00 1.000.000| 1,00 1.000:000| 1,00 1.000:000
Mesm Lamnys Me=zm [armye vane Dieedislem
Fengadaan Aser Tak Jumleh Unit Aset: Tak Berpuud
: - s . 1.00 1.000.000| 1.00 1.000.000| 1.00 1.000.000| 1.00 1.000.000| 1,00 1.000.000
Berwujud vang [hsediairan
= il - g - i z - | LOD0 3=t 100G = —| 1000 e 100 oo 1000
Permrgans Urusan peEmuniangE nrusen peanermtshan | 10800 o 1145352000 o 145352 000 o 145357 O0C 0 145352 000 o 145352 000
Dirris futia) S i 3 1
Peny=dizamn .|| Surat Jumleh Penyedizan
: s e [ Lemenen 100 | 100 20.000.000( 1.00 20.000.000| 1.00 20.000.000| 1.00 20.000.000| 1,00 20.000.000
Memrurat Jeca Surat Menyurst
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Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
i _— Indifstor Outcomes / Cutput SR
egistan & Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
Peny=chesn .Jass Jumleh Laporan Penypediaan
Komimmileasi, Sumber Jesa Komunileas), Sumber Diaga 1200 | 12,00 125:352:000| 1200 125.352.000] 12:00 25:352.000| 12,00 125 352:000) 1200 125.352.:000
p= Air dah Listrile Arr dan Digtril yang Dhicechialean
Fegatan Pemeliheraan
Barans Milik Diserah Persenthce Barang Milike Deerah . . . o .
= E1.04. | B500 ZE2 211100 8500 | Z82211.100| 85,00 282211 100| B5.00 2E2.211.100| 8500 2E2211.100
Pemermtahan Tigorah
Penyenisen .Jasa
Pemehbarssn Disya Jumleh Hendaraan Percransan
Pemeliharaen dan Pajale  |Dines aten Kendsysem Dinzs o _ — — _
1,00 1,00 £7.500.000( 1,00 67.500000( 1,00 75008000 1,00 7.500.000] 1.00 &7.590.000
Hendavean Peroranzan Jebaten veng Dipslthera dan
Dines atsu Kenderaan Dabayarcan Peelkoars
Dinzs Jahatan
Pempredisan .Jass
Pemichharasw Bisya dumlsh Fendarsan Dmas
Pemehharsesn Pk 4 Upsrazions] atzu 1 = )
g ! S PERESRITEE | ja 06 | 1300| 17AB6S00G| 1306| 17eessoot| 13006| 17sess000| 1300|  ivesssono| 1306| 176665000
Pennimman Kendaraan Dhpelihars dan Thbayverien Paek
Dinas Cperacianal atmn |dan Penrmennye:
leapangean
Pemehkarssn Peralatan |Jumish Feralatan can Mesin _
30,00 | 3600 25400000 3800 2448T0.000( 30,00 24.570.000| 30,00 24670000 30,00 24 870000
dan Mesm Lammys Lamnye vang Dipehihara
Pemehbarasn Aset Tak Jumleh Aczet Tel Berpuud yang
- ¥ e 5,00 5,08 12.556.100| 5,00 12555160 500 12:556.100| 5.00 2.556.106] 5,00 125565100
Beraapad Dhpebhars
Pemgeliherasrn Fehahibhtsc |Jumlsh Ssrens dan Prassrens
1 Sarana dan Prasarana |Gedurs Kentor atsu Bangunan ~ 27 = i ok
.00 Q.00 O 1.00 20000 1,00 730000 1,00 200000 1.00 730000
Gedung Eantor st Lemnys vang
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Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
i 19k Indikstor Outcome f Ohwtput
egistan e 2024 | Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Hegintan Output t t t t t
1) (2 i3 f# 5 ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
Persentaze elemen mesyerakat
Program B Etan sdanatlcan tan
- =3 = e 100.0 _ woe| 100.0 1000 100.0
Jdeoliogs Peneesila Dian edulesi dan hiteras ideolos 8333 8 3381207 37 a 1 847.552 576 5 2.080.053 244 o 2410 48T ETL 0 3.045 846041
Keraiter Hebengzaan Fancasils den kersicter
Lehangzaan
i d Jumleh rumu=sen kehipakan veng
Fehyinlan Teloiis dan j i i
mendilung pensuatan [deslas
Pemantapan Pelabzanesn p : 5,00 1 F381097074 1 1,847 352 57 1 2089063244 1 2410482 871 1 3045825021
Bideng Idealog Pancasiia |- i Skl
dan Harskter Kshanpzsaan
Pelslrzansan Kebhijjaleen di |Jumlsh Crans yeng Mengilom
Bigang Ideolos Wawasan (Pelab=anaan Kebyjsican di
Kehanig=asn Bels Nepara |Bidang Idealom Wawasen BT
Karalktsr Bangss, Eebzng=asn Bela Nezsra) - 5 ok S00 524 7R9004 SD0 255.696.143| 500 324 217 523( SO0 374 101065 300 472 70T 880
FPembeauran Kebangsssn |Karskier Bangsa Fembeuran
Bhmneks Tungeal ka  dsn | Kebangsasn Bhmels Tungsal
Senerah Febangzasn Ilz= gem Zeparah Febangzssn
Pelakeonaan Monntcring
. . Jumish [aporan Has=il
Evaluas dan Jelaporan P ot
Momitoring Evahias) dan
d1 Fhidans Idecloz 3
Pelaporan di Bidang Idealog
Wewssan Kebarigsaem N
Wamwazat Eshanzssen Hsls - - -
Bela Negara Karski=r 4. 00 4 281.168 165 4 137.000.445| 4 173.743.78] 4 200 441 087 4 253 .374.022
Negere, Eargleter Bang=a,
Bangsa Pembsuran
K P Pemibauran Kehangezan,
- Bhimeles Tungesl ke dan
Zgjarah Hebanszaan
Febanzzaan
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Hidang Umnsan [ Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
fEsgistan /Sub thatox Qut g 2024
= Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
FPemmbentukan dan
Penumbuhan Kevslier )
N Jumish Dolommen Ha=il
: & Pembentukan cen Permmbuhan
Penmpglatan Fesadaran
Karakter Kahiarpa Meishu
Mecyarskat alan )
Pemnglaten Hessdaran
Pentimgnys Penghaystan : Sy — . - .
e : Masyerelret aban Pantimgnya 1.0 1 37.568.61E 1 18 3054581 1 23210979 1 26.782.179 1 33841516
Fengamaisn
Pengheyatan dan Pengamalan
Pancesila dalem Semus a
Aspalc Ktiidsrpan Fa S sl
- Fehidupsn Bearmasyarvalat,
Dermasyaratat,
Berbenzea dan Bermegara
Berbangss dsn
Bemsgers
Laporan Hamil Pembinaan
Pembinasn terhedap Alrtreatss
alstiitas kepaslobralean |Hepsslobrabssn dan Laporan 200 2 466 102:82% 2 227110737 2 287971808 2 332 2TEH48 2 419 861,769
dan Fumsapaskibraks Hasil Pembinasn
Purnapasidhrels
Pelaksanaan tugas Jumish Dolnmmen Pelak=zanaan
1,00 1 1:6B3.653.354 1 B13 3678325 1 1038209 757 1 11958 254818 1 1514 821,761
Pazlobraks Tugas Pasiobraks
Pelsbresnaan tugas Laporan Hasil Pelalreanaan
Pornzpeslthrales Ttz Tugas Purnapaciahrals Thrts 11,60 o a 1 1000060 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000:000
Pancasils Papcamls
Pembinaan Lanpitan Laporan Hasil Pembinesn
kepards Purnspezlobrake |Lemuifan kepsda 3,00 o o 3 1. C00.000 3 1.000.000 3 1.000.000 3 1000000
Dhrt= Pancanis FPurnapasinhrsleas Cota Panceonls
Pembentuban Pazlobraira | Jumleh Peclobreis 4000 48 3B8.035:234| 40 1890715844 40 239739390 40 2TE:RI52T 40 349 539.093
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Hidang Urnsaxn /[
Program [ Outcome
fE=giatan /Sub
Hegintan Cuotput

Indifrator Outcomes [/ Chutpot

e 2034

2030

Targe

Targe

Tazge

Eet

1)

(2

i3)

(4

Bl

(8l

(10

(11]

(13

13]

(18]

Prosyam Peninglatan
Peran Partai Fahitle Dan
Mel=hn Pendiditan
Palitile Disn
Pengembanzen Etila
Serta Budars Folitlke

Dersentase macyvaralkat yvans
mendepatitan pendidilcan pohitike
dan pengembancan ehka sorta.
budsya polinlc

1.00

b

10842167 36
&

1.00

10215 383 65
3

1,00

0575002 40

1.45

210491201 14
&

10.720.890.89

| F=gistan Perumucan
Hehijjalen Telons dan
Pemantapan Felaltcana=n
Bideve Pendidie=ry
Fohitle Etiles Budey=
Pohiile: Penmgicstan

Pemantausn Sthags
Dot

Jumlsh rirmisen kehialtan vang
menculkung Fenmzlkatan
demplkrats

4 0

10.692 167,30

3

10215 38R A8
3

90575002 40

0l

210491201 14
&

1072085589

Pelsbrzengean Kehyaksn o
Bidans Peridhdiican
Pohinls; Etilks Hurera
Politk, Peminplzstan
Drampolcrasi, Familitas:

Jumlsh Crang vamg Mengilun
FPelabeanoan Febijzkan di
Bidang Pondidikan Pohtile Efiks
Budsya Folittle, Fermngicatan
Demolorasi, Fazltas:

41840

10:561. 72230

3

9551 156.026

EB.037.350.08

205048 60850
8

.oy
§ohd

1044335
&




- 133-

Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
i 19k Indikstor Outcome f Ohwtput
egistan e 2024 | Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14

Belambasaan Felembagzan Pemennishan,

Pemermiahan Farpralalan dan Partas Dolitile

Perwslolan, dan Partea Pammlihen Tonom ! Pemiliban

Polinlke, Permiliban Umum ¥=pzls Desrah seria

U f Pegmilihen Umam | Pemeantauan Sthassi Palitile di

Hepala Dasrah, Seris Daerah

Pementauan Sihasss

Palitile &1 Daerah

Pelalrzanagsn Momtoring.

Evehias: dan Pelaporan )

] Jumleh Laporan He=il

Monitoring, Evalnss dan

Politik, Etikea Pudsya 2 -

[ Pobhl- Etiles By Polaplc;

Heileracy Fabier. |-, e
Femngiatan Demoloeo,

Eelambaszaan i - S S = = s 3
Fazilitasi Helembagasn 4 o0 4.00 ZE0.445.000| 4.00 204232 657 4.00 | 2.337:652.320( 4.00 S444 554 540| 4.00 2T 36BATT

Pemermishan, ;

" ] e ) Demermtahen  Pera=lnlan das

sriwslnlan; den Darta
_ Partai Polittke, Permlihan
Pohitle, Permilitean
. Umum ) Pemilthan Timim Kepala

U f Pesmilihan Usmam )
Diaerah =zerts Pemanianan

Hepala Dasr=h, z=riz ; e .
Srtasst Politke di Dtasrah

Pementauan Sihasss

Palitide 81 Daerah

5 Presentaze Peingicatan

= = Kapasitas dan Kualitas 7704 | 7900 T7.883455( 830 00 281:579.283| B1.00O 357035818 832.00 411:965 B81| 500 530558286

Chreanisasi S
Ohrzaniss=t Macysralet

Femasyarakatan
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Hidang Urnsan [/ Tarst dan Pagn Indiketif Tebhun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
Indifrator Outcomes [/ Chutpot
(Hegiatan /Sub e 2024 | Targe Turge Targe Targe Targe
Hegintan Output t ¥ t % t 5 t t .
1) (2 i3 f# 5 ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
Kebijakan Telmitz dan
- ] Jumlsh rirmisen kehialtan vang
' menoukung dan
Femberdayaan S = e 3 ;
EBidenz Pemberdayean R ' =00 1 57882456 1 (IRYSTIZRS 1 S 056 318 1 411580 EB1 1 5558 286
Ponpewsssn Orgamizasy
den Penpawasen _
FEemasyarslaten
Pelalresnann ITCEh:uaEs.m Jumish Crang vang Menmlomh
Chidans Pendaftaran Pelalczans=am Eebyjskam Dibrdang
Crmas. Pemberdajase Pendaftaran Crmas, —
Chmas, Evalus=i dan Pamberdaysen Ormes Evshiasi B G-h 500 452 507 956 500 235196 789| 500 298 224 756 508 344 105 098] 500 434 510 330
Medzasy Sengleeta Tymas; |dan Mediasl Senpgirets Trmas.
Perigpoacan Ormas dan  [Pengavasaon Ormes dan Chrmas
Chrmas Asmz di Dieersh  |Azing di Dissrsh
Pelaksanaan Momtorms St ;
Evelnsn dan Palaporan — .
Monsterng Evaluss dan
Chidans Pendaftaran
: Pelaporan Dibidang Pendeftaran
Chrmas, Pemberdayasn
) Urmes, PFemberdayean Crmss, 4,00 -+ 951915600 4 453824594 4 58812 062 4 E7TEB0.TB3| 4 B5.747.756
Evalus=n dan Medies Senzlets
Medig=1 Senglrets Trmas,
Drmas; Pengawasan Crmes dan
Pengaoacan Ormas dan ) )
. . Ormes Acing 01 D=zarak
Ormas A=mg di Diasrah
Prosyam Pembinesn Den
Penpembansen Indelis Harmom [ndonesis &1 _ o o I - . _ _
. ) B85 625 | 1225547041 591 507 153.406| 6,93 FST_YTBA05| 595 873676554 B.97 | 1.102 963 154
Scmal Dien Budeys
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Bidang Urnsan / Taret dan Pagn Indikstif Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
19k Indikstor Outcome f Ohwtput
fEagiatan e 2024 | Targe Targe Targe Targe Targe
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Eegintan Cutput t t t t t
1) (2 i3 f# E]] ] il i8] i 110 {11] (13 113 (14
Kebijjakan Telmiz dan Jumleh-romusan behiialon veng
Pemant=pen Palalkcansen mﬂiihmgpmm zpoa: i - o ST -
: 2 =T 4.0 : 1225547041 1 597153406 1 Tari78.4bs i 73876004 1 1.103.963.154
Elonemi_ Sosial den Budspa
. .
Pelaksznaan Kebynakan di _
i Jumleh Crang yang Mensilowh
Bidsmg Ketahansn
: . Pelzlecanaen Hehpalow 4y
Elonom. So=mial, Budsys,
e Brdang Ketahanen Elconom,
den Feaihtac Pencezahan . .
Sozial. Budeys dan Fasshtasi 13100
Pengslazunsan 500 | 1164187454 500 567255 867 500 719268678 508 820 534 102| 300 1.048.630.920
i £ e Pencesshen Peryalagnmeaan )
arkotika Fasilites1
Harkotibs, Fazilitasr Reribninsn
Eorulounen Tmat - - .
mat Beragemes dan Penghayst
Beragams den Penghayat 1
: FKepercayesn di Dasrah
Heperceraan di Diesrsh )
Pelakesnaan Montorms, ) )
Jumleh [sparan Hesl
Evaluz=s dan Pelaporen
e Monstones Fvshussidan
dr Bidangs Ketaharman
_ a Peleporan di Bidang Ketshanan
Elkonom Soszis! Huadesye dan
dan Fezihtaz Pencegshan ot < o = e 2 Rt
5 Fazlitasi Femcegahen 4 .00 + £1 .359.587 4 29.897.7 4 37909727 4 45742452 4 272234
eryalemmann ]
Penpalasuinaan Nerlotiles
Narlntilia Fasiltasi =
Fasilitea=m Heruloimen Umst
¥ Beragams dan Penghay
k T
Deragama dan Penshayat ) =
h Heperceyean di Dasrab
Eepearceyaan di TDiesrah
Program Peningicatan Persentaze Penansanan Fotsns: 100.0 | 1531617264 100.0 1000 10G0D 100.0
i . i 100,00 2955134774 £:127-820.850 B2 416271 6415360344
Kewaspadeays Nesionsl Konfhils Sosisl 0] B O 0 0 6]
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Bidang Urnmn | Tarat dan Pagn Indikatil Tabun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
fEzgiatan {Sub Rt s St e 2024 | Targe Turge Targe Taxge Targe
Kegintan Output t Fien t Eagn t i t Ewen t e
1) (2 31 {4 5 ] 7 i8] i 110 {11] (13 113 (14
Dan Pemmngh=tan
Euslitas Than Fasilitas:
Penong=non Honflile
Bosial
¥=gintan Péramucan
Hehijjalen Telons dan Jumlsh rommisen kebgjeken yang
R | e e 8,00 y | RIS ccosisarral 1 | sa27sz08s0| 1 6204416271 1 | 6415360324
¥=wespadssn Nesional | |[Kewaspsdesn Nacomal dam g
Sozial
Paladtasnsar Kabiplan di
Tigang Eewaspaosan dumish Crang vang Menpilom
Diiri, Kevja semne Poleleganaam Kebialbam di
Intelijen, Pemahtausn Bidang Kewscpadean Dint, Kerja
Creng Asins, Tensss Zama Intelyjen, Pemantanan
Kerja Asing. dan Lembaga| Orang Asing, Tensga Kenpadeng | 19830 | _on | asssrosds| soo | so71s1sss| soo | 334422833 so0 330694 480| 00 | 3s50.115160
Asing Hewmspadeen dan Lembaga Asing, Q
Perbatsssn Antar Negare, |Kewaspadasn Ferbatesan Anter
Fa=ilitsas: Kelembagaan Hegars, Fasiins o Kelembssaen
Bideng Fewsspadessn, Eidang Hewsspadsem, seris
serta Penarzanan Konfhic (Pensnsanan Honfhlk & Dasrah
dz Dzarsh
Pelsbresnaan Monitormg: |Jumleh Laporan Ha=il
Evghige: dan Pelaporen | Monmtcring, Evshiaci dan
di Bidens Hewacpadean |Pelaporan di Bidang 4 00 %+ 180300 000 4 7057359350 4 72135914 4 T3273023 4 To.520.792

Cimi Ferjs sams
Intehjen. Pemantanien

Fewsaspadasn Dim Hena Same
Intehien Pemanteiian Oreng
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Hidang Urnsan [/ Tarst dan Pagn Indiketif Tebhun
Program [ Outoome Baselin 2026: 2027 2028 2029 2030 Het
i 19k Indikstor Outcome f Ohwtput
egiatmn e 2024 | Targe Targe Targe Taage Tazge
' Pagu Pagn Pagn Pagn Pagn
Hegintan Output t t t t t
1) (2 i3 f# 5 ] il i8] i 110 {11] 13 113 (14
CUrang Azims. T=nasza Azing, Tenags Fera Azing dam
Kerja Azmipdan Lembasa |Leambass Asmg, Kemacpadasn
Aszmg Kewsspedesn Perbatacen Antar Negars,
Perbatssen Antar Negsre, |Fasilitas Kelembarsan Bidans
Fasilita=i Kelembagaan Hewaspedsan zérte Penanpavien
Bidang Hewsspadsan Fonflils 61 Deerah
zerta Pensnzanan Foniilc
di Deerah
Jumleh Delommen Ha=l
Pelakssnaan Fonom ] ¥
) o Pelabcanaan Fonum Koordmasy 14:300.G00.00 e _ _ _
Koordimesi Pimpinan 0,00 1 1 5597 379269 1 S.T212362:103 1 5811448 758 1 5.9809.724 292

Digzergh Provin=

Prmpinen Deersh
Frovirsi
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Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Outcome

Kegiatan [/ Sub Kegiatan

Ket.

Program Penguatan Ideologi Pancasila
Dan Karakter Kebangsaan

Meningkarya kesadaran
masyarakat akan Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kehijakan Tekniz dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideolog Pancasila dan Karalkter Kebangsaan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideclogi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Tka, dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideclogi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungeal Tka, dan Sejarah

Kebangsaan

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melahai
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan
Purnapaskibraka

Pelalrsanaan tugas Paskibraka

Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Dura Pancasila

Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pembentulkan Paskibrals
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Program Prioritas

Outcome

Kegiatan [ Sub Kegiatan

Eet.

Program Peningkatan Peran Partai
Politik Dian Lembaga Pendidikan
Melahi Pendidikan Pelitik Dan
Pengembangan Etika Serta Budava
Politile

Meningkamya etika dan
budaya politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partai Politik, Pemuilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sitaasi Politik

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Euka
Budaya Politik, Peningkatan Demolkrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Pelitik, Pemilihan
Umum /Pemilihan Unmum Kepala Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Dasrah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluast dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pelitik, Peningkatan Demaokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai
Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Dasrah

Program Pemhberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Meningkatnya ketertiban

organisasi kemasvarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Eemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayvaan Ormas, Evaluasi. dan Mediasi Sengksta Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
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No Program Prioritas Outcome Kegiatan [ Sub Kegiatan Eet.
Pelalksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Program Pembinaan Dan Meningkamya ketshanan

Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya

eltonomi, sosial, dan budaya

masyarakat

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapgan
Pelaksanasn Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayva

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budava, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerulkunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Pelaksanasn Monitering, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerulkunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Meningkatnyva penanganan
potensi konilik sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial

Pelaksanasn Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
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Program Prioritas

Outcome

Kegiatan [ Sub Kegiatan

Het,

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflike di
Daerah

Pelaksanaan Monitering, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Palaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

Target Tahun
No Indikator Satuan Ket.
2025 (2026|2027 2028|2029 2030

(1} {2 (3) (4] (3] (6) (7) (8) (@) |(10)
Indeks Demokrasi .

1 o indeks [80,71|80,73|80,75|80,77|80,79|80,81
Provinsi '
Indeks Kewaspadaan |

2 indeks |68,60|68,65|68,70|68,75/68,80/68.85
Daerah

3 |Indeks Kinerja Ormas |indeks| 67 68 69 70 71 72
Persentiase
pemahaman etika dan

4+ o % |75.,00{75,50(76,00|76.50|77.00|77,50
budaya politik di
masyaralkat
Indeks Kepuasan

5 |Masyarakat Perangkat |indeks | 91,8 |1 91,9 | 92,0 | 92,1 |92.2 | 92,3
Daerah
Nilai AKIP Perangkat o

B Nilai |72,95|73,25|73,95|74,25|77,00/80,00
Daerah

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kuneci
Target Tahun
No Indikator Satuan Ket.
2025 (2026|2027 (2028|2029 (2030
(1] (2] (3) (4) | (3] @) | (7) | (8) | 9) |(10Q)
Indeks Kualitas

1 |Layanan Indeks |78,94/84,25|84,83|85,15|85,48(85,80
Kesekretariatan
Persentase Keluhan

2 |Pengguna Lavanan % 100 | 100 | 100 | 1GO | 100 | 100
yvang ditindaklanjuti
Persentase elemen
masyarakat yang
mendapatkan

3 |penguatan edukasi % 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 1600
dan literasi ideclogi
Pancasila dan
karakter kebangzaan
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No

Indikator

Satuan

Target Tahun

2025

2026|2027

2028

2025

2030

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4

6]

(7)

(8)

(9]

(10]

Persentase
masyarakat yang
mendapatkan
pendidikan politik dan
pengembangan etika
serta budaya politik

1.30

1,00

1,00

1,60

1,48

1,62

Presentase
Peningkatan Kapasitas
dan Kualitas
Organisasi
Masyarakat

%

78

79

80

81

82

85

Indeks Harmoni
Indonesia di
Kalimantan Timur

Indeks

6.87

6,89

6,01

6,93

6,95

6,97

Persentase
Penanganan Potensi

Konflik Sasial

%

100

100

100

100

100

100
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Target Tahun
No Indikator Satuan Cara Pengukuran.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) (%) (3) (6) (7) (&) (2) (10)
Perhitungan berdasarkan hasil rilis BPS dari
3 Aspek
Indeks Demokrasi
1 indeks 80,71 80,73 a0, 75 a0, 77 80,79 B0,81 |- AspekKebebasan
Provinsi )
- Aspek Kesetaraan
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Perhitungan Berdasarkan hasil rilis oleh
Kemendagri/Ditjen Polpum.
- Dimensi Konflik Pemerintahan
Indeks Kewaspadaan
2 i indeks 68,60 68,65 68,70 68,75 68,80 68,85 |- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Daera
- Kewaspadaan Informasi Media
- Kewaspadaan Dini
- Pengawasan orang asing
Berdasarkan Perhitungan Ditjen Polum
3 |Indeks Kinerja Ormas indeks 67 68 69 70 71 72
Kemendagri
M,
Persentase pemahaman = E * 100%
4 |etika dan budava politik B4 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50
) Keterangan:
di masyarakat - P= Persentase pemahaman etika dan
budaya politik di Masyarakat
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Target Tahun
No Indikator Satuan Cara Pengukuran.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) (%) (3) (6) (7) (&) (2) (10)
- M==Jumlah masyvarakat vang memahami
etika dan budaya politik
- M:=Total masyarakat vang menjadi
sasaran kegiatan pembinaan atau
pendidikan politik
Indeks Kepuasan _
Berdasarkan hasil survey kepuasan
5 |Masyarakat Perangkat indeks 91,8 919 92,0 g2.1 g92.2 92.3
masyarakat
Daerah
Nilai AKIP Perangkat Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan
o Nilai 72,95 73,25 7395 74,25 7700 80,00
Daerah oleh Inspektorat Daerah
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Bidugllmma}nsihi‘mﬁﬂm;'m:}ﬂ Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) 2) (3) (4) (3)

Program Penunjang Uruzan Pemerintahan
Dizerah Provinsi

Meningkatnya Koalitas Layanan
Kesekretariatan

Indeks Kualitas Layanan Keselretariatan

IK = (Paok x 040} + (Poezt X 0.30) + (Poara
x 0.05) + (Parm x 0.25)

Eetzrangan:

= FPip= Persentase dolumen
persncanaan dan pengangcaran yang
ditetapkan tepat waktu

- Fri— Persentase realisasi anggaran

- Prarua= Persentase sarana dan
pragarana kantor vang berfungsi dengan
raik

- Fesn= Persentase 5DM aparatur yang
mengikuti pendidikan dan peiatihan

Persentase Heluhan Pengouna Layanan
yang ditindaklanjuti

P i/ 100%
=—x
Ky

Eeterangan:

- = Persentase keluhan yang
ditindaklanjuti

- A:= Jumlah keluhan vang
ditindaklanjut

- Az= Total kelohan yang diterima

Keg:ztan Perencanaan. Penzsangoaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah tepat walktu

Persenstase Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat
wraktu

P—D" 10094
_D ™

x

Eeterangan:

- P =Persenstase Dokumen Perencanaan;
Penganzggaran dan Evaluasi Kineria
Peranghat Daerah yang ditetapkan tepat
waktu

- k= Jumlah dolkuimen yang ditetapkan
tepat waktu

- D:= Total dokumen yangs seharusnya:
ditetaphkan

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tersusunnyz Dolkumen Perencanaan

Peranghat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

F=D-
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Bidnngllmﬁa}nsihi‘mmmfm?ﬂ Kinerjz Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) 2) (3) (4) ()

Keterangan:

- J=]umlzsh dokumen perencanaan
peranghkat daerah Perangicat Dasrah
vang ditetapkan tepatwaktn

- [y=Total dokumen perencanaan yang
diznsun oleh perangkat daerah dalam

periode tertentn
F=Le
Keterangan:
O e ] Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat |Jumlah Laparan Evaluasi Kinerfa - f= Jumlah laporan evaluasi kineria
L e S-S bt Dl Daerah Peranghat Daerah perangkat daerah

- Lz=Total laporan evaluasi kinerja yang
disusun oleh perangkat daerah dalam
periode tertenta

Sf=8r
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah JTumlah Berita Acara Hagil Forum Perangkat Ket .
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik |Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang g .
i - f= Jumlzh berita acara -hasil fornm
dalam Rangka Penyusunan Dokumen Sektoral Daerah Diampu dalam Rangka Penyusunan peramghatidasrah
Perencanaan Perangkat Daerah DokumenFerencanaan Perangkat Daerah | Br= Total berita acarahasil foram
perangkat dasrah
dy
P =—x 100%
X 100%
Hpgﬁztanﬁdmjniﬂtrnsl Keuanpan Persngioat Tersedianys administrasi keyangan R rRTa

Daerah

perangkat dasrah secara tertib dan
akuintabsel

Persentase realisasi anggaran

- P =Perseniase realisasi anggaran

- Ap= Jumlah anggaran yang terealisasi

- A;=Total angraran yans telah
ditetapkan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan A5N

J=0:

Heterangan:
- f=umlah orang yang menerima gaji
dan tunjangan ASN
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Bid.nng'x [#mﬁfnsihmm | / gmm;ﬁ:}ﬂ Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) 2) (3) (4) ()

- {Jz= Total ASN yang menerima gaji dan
tunjangan dalam periode tertentu

Pelak=anzan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian /Verifilkkazi Kenangan SKPD

Jumlah Dokumet Penatauzabiaan dan
‘Penpujlan/Verifiltasi Keuangan SHPD

=0

Eetzrangan:

- J=Jumlah dolumen penatansahaan dan
pengujian/verifikasi heuangan SKPD

- [-=Total dokumen penatausahaan
serta hasil verifikasi keuanzgan yang
dihasilkan oleh SKPD dalam periode
fertentu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan /Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Heuangan

Bulanan Triwulanan,/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan fSemesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwunlanan/Semesteran SKPD

f=L

Keterangan:

- J=Jumlah laporan keuvangan

- L= Totallaporan keuangan dan
laporan koordinasi penyusunan laporan
keuangan vang disusun dalam pericde
tertentu

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana kantor
yang berfungsi dengan baik metalui
pengelolaan Barang Milik Dasrah yang
tertib dan optimal

Persentase sarana dan prazarana kantor
yang berfungsi dengan haik

Sy
P =—x100%
5

Keterangan:
- #=Persentase sarana don prasarana:
kantor yvang berfungst dengan baik
- 8y=Jumlak =arana dan.prasarana yans
berfungsi dengan baik
- 5= Total seluruh sarana dan prasarana
kantor

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKFPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pads SEPD

=l

Heterangan:
- /= lumlzah laporan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik

daersh pada SKPD
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome
[Regiatan /Sub Keglatan Qutput

indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

()

(3)

- L= Total laporan rekonsiliasi dan
laporan barang milik daerah yang
diznzun oleh SKFPD dalam periode
tertentu

Penatansahaan Barang Millk Dasrah pada
SKFD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milllt Dasrah
pada SKPD

Jumlah Laparan Penatausahaan Harang
Milik Daerah pada SKPD

J=Lz

Eetzrangan:

- J= Jumlah laporan penatausahaan
barang milik dasrah pada SKPD

- [p= Total laporan penatausahaan
barang milik dasrah yang disusun slsh
SKPD dalam periode tertentu

Kegiatan Administras{ Kepegawaian
PerangkatDaerah

Tersadianya administrasi kepegawaian
yangmendukung peningkatan kapasitas
SDM aparatur melalui palatihan dan
pengembangan kompeiensi

Persentase SDM Aparatur yang mengikuti
pendidikan dan Pelatihan

54
P =—>5 100%
51’

Keteranoan:
- #=Perzentase SDM aparatur vang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
- S¢=Tumlak SDM aparatir yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
- 8p=Total SDM apgratur vang ada

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelenghkapan

Jumtah Dolumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

J=0x

Eeterangan:

- J=Jumlah dokumen pendataan dan
pengolahan administrasi kepegawaian

- Dg=Total dokumen yang dihasillcan
dari kegiatan pendataan dan pensolahan
administrasi kepegawaian dalam
periods tertentu

Monitoring: Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerjz Pegawal

Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi, dan
Pentlaian Kinerfa Pegawai

=0

Heterangan:
- /= umlsh dolumen monitoring,
evaiuasi, dan penilaian kinerja pegawal
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome
[Regiatan /Sub Keglatan Qutput

indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

- D= Total dokumen hasil monitoring,
evaluas, dan penllaian kinerja pegawai
vang disusun dalam periode tertentu

Pendidikan dan Pelatihan Pegawal
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

TerlaksananyaPendidikan dan Pelatihan
Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsl

Jumlah Pegawal Berdasarkan Tugas dan
Fungzivanz Mengzilut] Pendidikan dan
‘Pelatihan

=4

Eetzrangan:

- J=Tumlah pegawai berdazarkan tugas
dan fungsi yang mengikoti pendidlkan
dan pelatihan

- Fgy= Total pegawal yang menpikuti
pendidikan dan pelatihan sesnai dengan
tugas dan-fungsinya dalam periode
tertemtu

Kegiatan Administrasi Umum Peranghkat
Drasrah

Terlaksananya administrasi umum
perangiat daerah secara tertib, efektif dan
efisien

Persentase pelaksanaan administrasi
nmum

Ag
P=_"x100
3 ® 0

i

- F=Persentase pelaksanaan
administrasi umum

- As=Jumizh kegiatan administrasi
amumyang terlzsksana

- Ar= Total kegiatan administrasi umuom
yang direncanakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlenghkapan
Kantor yang Disediakan

f=Fs

Eeterangan:

- Jf=lumlzh paket peralatan dan
perlengkapan kanter vang disediakan

- Fr= Total paket peralatan dan
perlenskapan kanter yvang berhasil
dizediakan dalam periode tertentu

Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengzandaan

Tersediznya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

I=F:

Eeterangan:
- J=]umlah paket barang cetakan dan
pengzandzan vang disedizkan
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m,x “[ mﬂ;lﬁj:hwﬁ ; / ﬂﬂmu?e Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) (2) (3) (4) (3)

- = Total paket barang cetakan dan
penggandaan yang berhasil disediakan
dalam periode tertentu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
‘Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

F=i

Eetzrangan:

- J=Tumlah dolumen bahan bacaandan
peraturan perundang-undangan yang
dizedizkan

- = Total dokumen hahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yang
berhasil disediakan dalam periode:
tertemta

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKFD

Jumiah Laporan Penyelenggarasn Rapat
EKpordinasi dan Konsultasi SKFD

=L

Eeterangan:

- J=Jumlah laporan penyelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- {#=Tota! laporan hasii rapat koordinasi
dan konsultasi yang disslenggarakan
oleb SKPD dalam periode tertentu

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SEPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

J=0s

Heterangan:
- Jf=Jumlzh dokumen penatansahaan
arsip dinamis pada SKPD
- D:=Total dokumen penatausahaan
arsip dinamis yang dikelola oleh SKPD
dalam periode tertentu

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Femerintahan Berbasis Elektronik pada
SKFD

Teriaksananya Dukungan Pelzksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelakzanaan
Sistem Pemerintaban Berbasis Elekironik
pada SEPT

=D

Eetzrangan:

- J=Jumlzh dokumen dukungan
pelaksanaan Sistem Femerintahan
Berbasis Fleltronik (SPBE) pada SEKPD
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome
[Regiatan /Sub Keglatan Qutput

indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

- I};= Tatal dekumen yang disusun
sebagail dukungan terhadap pelaksanaan
SPBE pada SKEPD dalam periode fertentn

Pengadzan Barang Milik Dagrak Penunfang
Urusan Pemerintsh Dasrah

Tersedianya Barang Millk-Dasrsh
penunjang urusan pemerintahan daerah

Persentase Barang Milik Dacrah yanz
dizdakan

B.
P = x 100%

Ketzrangan:

- P=Persentase barans milik dasrah
yang disdakan

- 8;= jumlah Barang milik daersh vang
berhasil diadakan o

- Hr= Total barang milik daerah yang
dir akh etk adal

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
gtau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan vang Disediakan

J=Ks

Keterangan:

- J= Jumlah unit kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang
dizediakan

- K= Total unit kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang berhasil
dizedizkan dalam periode tertenta

Pengadaan Mebel

Tersedianya Mebel

Jumtah Paket Mebel yang Disediakan

=

Eeterangan:

- Jf=lumlzh paket mebel yang disediakan

- FPm= Total paket mebel yang bherhasil
disediakan dalam pericde tertentu

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yvang Disediakan

=2

Heterangan:

- J=Jumlzah unit peralatan dan mesin
lainnya yvang dizedizkan

- Pr=Total unit peralatan dan mesin
lainnya yang berhasil disediakan dalam

periode tertentn
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Bidang Urusan [ Program / Outcome

Keglatan /Sub Kegiatan Outnit Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) (2) (2) (4) (3)
J=As
Eetzrangan:
" . . t ~ - Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang - J=Tumlah unit aset tak berwujud yangz
Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Disediakan hisedizkar

- A= Total unit aset tak hervwnjud yang
berhasll disediakan dalam pericde

Kegiatan Penyedizan [asa Penunjang
Urusan Pemeriniahan Daerah

Tersadianya jasa penunjang urusan
pemerintaban dasrah yang mendukuing
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungst
perangiat dasrah

Persentass pelaksanaan jasa penunjang
uruzan pemerintzhan daerah

tertantn
P =j:—’ 1008

x

Keterangan:

- #=Percantase peliksanaan jasa
penunjang urusan pemerintahan dasrah

- Bz= Jumlah kegiatan |a=a penunfang
urusan penterintahan daerah vang
teriaksana.

- Hy=Total kegiatan jasa penunjang-
wrusan pemerintaban daerah yang:
direncanakan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Penyvedizan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyedizan Jasa Surat
Menyurat

f=L=

Eeterangan:

- Jf=lumlzh laporan penyedizan jaza
surat menyurat

- iL3=Total laporan hasil kegiatan
penyediaan jasa surat menyurat dalam
peripde tertentn

Penyediaan fasa Komunikash Sumber Daya
Airdan Listrik

Tersediznya [asa Komunikasi. Sumber Daya
Alr dan Listrik

Jumlah Laporan Penyedizan Jasa
Komunikast, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Dizedizkan

J=Ls

Eeterangan:

- /= lumlzh laporan penyediaan jasa
homunikas] sumber daya air, dan listrik
vang disediakan

- Li= Total laporan hasil kegiatan

penyedizan jasa komuniiasi, sumber
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M,K [l.lmﬁnsl‘:hmm ; / m:m Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) (2) (3) (%) &)

daya air, dan listrik dalam periode
tertentu

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya [asa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyedizan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan

=R

Eetzrangan:

- J=Tumlah laporan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor yang
disedizkan

- Lp= Total laporan hasll kegiatan
penyedizan jasa pelayanan umum
kantor dalam pericde tertentu

Kegiatan Pemsiiharoan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Penterintahan
Dazerah

Terpeliharanya Barang Millk Daerah
penunjang urdsan pemerintahan daerah
agar tetap berfungsi baik dan layak
digunakan

Perzentase Barang Milik Daerah yang
terpelibara

E
B =_Ex100%
"Ht

Keterangan:

- &= Persantase barang milik daerah
wvang terpeilhara

- Bp= Jumlah barang milik dasrah yang
terpelihara dengan baik

= Br= Total barang milik dasrah yang
harus dipslihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Hendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya [asa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jalratan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinds atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipslihara
dan Dibayarkan Pajaknya

J=Kp

Eeterangan:

- Jf=Jumlah kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan yang
dipelihara dan dibayarkan pajaknya

- Arx= Total unit kendaraan dinas yang
mendapatkan pemeliharaan serta
pembayaran pajak dalam periode
tertentu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Tersedianya [asa Pemelikaraan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Eendaraan Dinas Operasional atan
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atan
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannys

J=K:

Eeterangan:
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Bidang Urusan [ Program / Outcome
[Regiatan /Sub Keglatan Qutput

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

%)

(5)

- J=]umlzsh kendaraan dinas opérasional
atau lapangan yang dipelihara dan
dibavarkan pajalk serta perizinannya

- A== Total unit kendarasn dinas
operasional atau lapangan yang
mendapatkan pemeliharaan,
pembayaran pajak. dan pengurusan
perizinan dalam perlade tertentu

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

J=Fi

Keterangan:

= J=Jumlah peralatan dan miesin lainnya
yang dipelihara

- Fm= Total unit peralatan dan mesin
lainmyra vang mendapatkan
pemeliharaan dalam periode tertentu

Pemeliharasn Aszet Tak Berwujud

Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Azet Tak Berwujud yang
Dipelihara

J=4p

Eeterangan:

- Jf=lumlzh aset tak berwujud yang
dipelihara

- dAp= Total unit aset tak berwujud yang
mendapatkan pemeliharaan dalam
peripde tertentn

Pemeliharaan /Rehahilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Hantor atau Bangunan
Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehahilitasi
Sarana dan Prassrana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelithara /Direhahilitas

J=G

Eeterangan:

- /= |umlsh saranz dan prasarana gedung
kantor atau bangunan lainnya yang
dipelihara /direhabilitasi

- fig= Total unit gedung kantor atau
bangunan lainnya yvang mendapatian
kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi
dalam periode tertentu
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome

Keglatan /Sub Keglatan Output Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) (2) (3) (4) (3)
In/. % 100%

Program Penguatan ldeologi Pancasila Ban
Karakter Kebangsaan

Meninskatnya pemberian edukasi dan
literasi masyarakat dalam pemahaman
ideologi pancasila dan karakier kebangsaan

Persentase elemen masyarakat yang
mendapatkan penguatan edukasi dan
literasi ideologi Pancasila dan karakter
kebangsazan

n = Elemen masyarakat yang mendapatkan
penguatan edukasi dan literasi
G elemen: Pemuda, Orpol, Ormas. ASN,

Pendidik Toga/Tomas

J=hp
Kegiatan Perumusan Kebijskan Teknis dan |Rumusan kebijakan yang mendukung Jumlah remusan kebfjakan yang K )
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideclogi  |penguatan Ideclogi Pancasila dan Karalter |mendukung penguatan Ideologi Pancasila _ s \ -i sl
Paneasila dan Karakter Kebangsaan Keb n dan Karakter Kebangsaan = =1 G s :

; angsaan angras - #ip= Total kebijakan afau dokumen
rumusan yang dihasitkan

J=0%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi  |Terlaksananya Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan frotata ;

Wawasan Eebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangza, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal [ka dan Sefarsh
Kebangsaan

ldeologi Wawasan Eebangzaan, Bela
Negara, Karalkter Bangza, Pembauran
Kebzngzaan, Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangszan

Eebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Eebangzaan, Belz Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebang=zaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Jf=Jumlzah crang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan

- x= Total peserts atau individu yang
berpartisipasi dalam pelaksanaan
kebijakan dalam periode tertentu

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideoalogi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangzaan. Bhineka Tunggal
ks, dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Monitoring Evaluasl dan
Pelaporan di Bidang Idenlogi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Haralier Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Ehineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumiah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ideslogi Wawasan
Kebangzaan, Bela Negara, Karakfer Bangza,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

J=

Ketzrangan:
- J=Jumlzh laporan hasil monitoring,
evaluasi, dan pslaporan
- Lw=Total laporan hasil kegiatan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan
vang disusun

Pembentukan dan Petiumbuhan Karakter
Keluarga Melalnl Peninglatan Kesadaran
Masyarakat akan Pentingnya Penghayvatan
dan Penzamalan Pancazila dalam Semiia
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berhangsa, dan Bernegara

Terlaksananya Pembentulan dan
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
Peninglkatan Kezadaran Masyarakat alan
Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspelc Kehidupan
Bermasyarakat. Berbangsa, dan Bernegara

Jumilah Dokumen Hasil Pembentuizan dan

Penumbithan Karakter Keloarga Melalui
‘Peninglatan Kesadaran Masyarakat akan
‘Pentingnya Penghayatan danPengamalan

Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bermagyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

J=in

Keterangan:

= J=Jumlzh dokumen hasil pembentulkan
dan penumbuhan karakter keluarga

- = Total dokumen yang dihasilkan
dari kegiatan pembentukan dan
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Bidang Urusan [ Program / Outcome

Kinerja Indikator Kin CaraP Ket.
/Regiatan /Sub Keglatan Qutput erja engukuran
(1) (2) (3) (%) )

penumbubian karalkter keluarga terkait

pengamalan Pancasila dalam perinde

tertentu

=
Eetzrangan:
- . - J=Jumlah laporan hasil pembinaan

Pembinaan terhadap aktivitas: Terlaksananya pembinaan aktivitas Lrapﬂml{uﬂp ;E?a:ih niﬁﬁ aktivitas kepaskibrakaan dan
kepaskibrakaan danPurnapaskibraka kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kep P pembinasn purnapashkibraka

Pembindan Purnapaskibraka

- [p= Total laporan yang dihazsilkan dari
kegiatan pembinaan kepaskibrakaan
dan purnapaskibraka dalam pericde
tertemta

Pelaksanaan tugas Paskibraka

Terlaksananya penugasan paskibraka

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas
Paskibraka

L

Eeterangan:

- J=Jumlah dokumen pelaksansan tugas
Packibraka

- Oy= Tota! dokumen yang dihasilkan
dari kegiatan pelaksanaan tugas
Paskibraka dalam periode tertentu

Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta
Paneasila

Terlaksananya penugasan Pumapaskibraka
Duta Pancasila

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila

I=ia

Heterangan:
- Jf=Jumlzah laporan hasil pelaksanaan
tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Lz=Total laporan yang dikasitkan dari
hegiztan pelaksanaan tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam
periode tertentu

Femhinzan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada
Pormapaskibraks Duta Pancasila

Lapeoran Hasil Pembinzan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Dota Paneasila

=

Eetsrangan:
- J=Jumlzh laporan hasil pembinaan
lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta
Pancasila
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome
[Regiatan /Sub Keglatan Qutput

indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

()

(3)

- L= Total laporan vang dikasilkan dari
kegiatan pembinaan [anjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam
periode tertentu

Pemhbentukan Paskibraka

Terbentuknya pasukan pengibar bendera
pusaka

Jumlah Paskibraks

f=Fs

Eetzrangan:

= f= Jumlah Paskibraka

- F:=Total anggota Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (Paskibraka) yang
ditetapkan atau dilibathan dalam
periode tertentu

Program Peningkatan Peran Partai Politik
Danlembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik

Meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap etika dan budaya politik
demokrasi

Persentase masyarakat vang mendapatkan
pendidikan politik dan pengembangan
etika serta budaya politik

® 10084

My
&= M.
Ketzrangan:

- FP=Persentase masyarakatyang
mendapatkan pendidikan pelitik dan
pengembangan etika serta budaya
politik

- Mp= Jumlah masyarakat yang mengikuti
pendidikan politik dan pengembangan
etika serta budaya politik

- M:= Total masyvarakatsasaran yang
direncanakan untuk mengikuti kegiatan
tersehut, dalem hal fnf mengrunaken
orT

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksangan Bidang
Pendidikan Palitik, Etika Budaya Politik,
Peninekatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
dan Partai Politiks Pemilihan

Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantouan Situas] Politik

Rumusan kebijalzan yang mendukung
Peningkztan Kehidupan Masyarakat yang
demokratis

Tumlah rumusan kebijakan yang
mendukung Peningkatan Kehidupan
Masyarakat yang demokratis

I=K;

Eeferangan:
- J=lumlah rumusan kebijakan
- &= Total kebijakan stau dokuman
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Bidang Urusan [ Program / Outcome

Kinerja Indikator Kin CaraP Ket.
/Regiatan /Sub Keglatan Qutput erja engukuran

(1) (2) (3) (%) (3)
Pelaksanaan Kehijakan di Bidang Teriaksananya Kebifakan di Bidang i?i;h_ﬂrﬁif;:f;zznﬁzi “;f;f:.;a“ =5
Pendidikan Politik: Etika Budaya Politik Pendidikan Politik, Etika Budaya Palitik: Etika Budaya Politik, Peningkatan Ketarangai:

Peninghkatan Demopkrasi. Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwalkilan,
dan Partal Politik, Pemilihan

Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Serta Pemantauan Situas] Politik di Daerah

Peninglkatan Demolkrasi. Fasititasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partal Politik, Pemillhan
Umnmni/Pemilihan Umum Kepala Daerah
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Demaokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
‘Pemerintalran, Perwakilan dan Partai
‘Politik, Pemillhan Umim /Pemilikan Umum
Kepala Dasrah, serta Pemantauan Sitmas]
Politik di Daerah

- J=Tumlah orang yang mengilouti
pelaksanaan kebijakan

- (x= Total peserta atau individo vang
berpartizipasi dalam pelaksanaan
kebijakan dalam periode tertentu

Pelaksanaan Monitoring, Evaluas] dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Palitik
Etika Budava Politik, Peningkatan
Demokrasi. Fazsilitas] Kelembagaan
Pemerintahan Perwakilan, dan Partai
Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantavan Situasi
Politik di Daerak

Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politil.
Etika Budaya Politik. Peningkatan
Demokrasi Facilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantyuan Situasi
Politik di Daerah

Jumlah Laparan Hazil Manitoring, Evaluas]
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum Pemiliban Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

J=Lm

Keterangan:

= J=Jumlah laporan hasil monitoring,
evaluasi, dan pelaporan

- Lm= Total laporan hasil kegiatan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan
vang disusun

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan

Penguatan kelembagaan organizasi

Presentase Peningkatan Kapasitas dan

terlampir di akhir halenzan

Orzanisasi Kemasyarakatan masyarakat Kualitas Orzanizasi Masyarakat

. J=Ks
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan & . =
Do Palak Bid Rumusan kebijakan yang mendulung Jumlah rumusan kebijakan pang Keterangan:

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Masyarakat.

mendukung Pemberdayzan dan
Pengzawazan Organizasi Masyarakat.

- J=Jumiah rumusan kebijakan.
- #z= Total kebijekan atau dokumen
rumusan yvang dihasitkan

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Ewaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Terlaksananya Kebijakan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengheta Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Eebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan
Mediasi Sengletz Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

=0z

Heterangan:
- f=Jumlzah crang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan
- = Total peserts atau individu yang
berpartisipasi dalam pelaksanaan
kebijakan dalam periode tertentu

Pelzlsanasn Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas.

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan

Teriaksananya Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Drmas. Evaluasi dan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaloasi
dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaloasi dan

‘,r =L

Ketzrangan:
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome

Kegiatan /Sub Kegl Output Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) 2) (3) (4) ()

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan
Orma= dan Ormas Asing di Daerah

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- J=Jumlzh laporan hasil monitoring,
evaluasi, dan pelaporan

- Lg=Total laporan hasil kegiatan
maonitoring, evaluasl. dan pelaporan
vang disusun

Program Pembinaan Dan Pengembangan
HKetahanan Ekonomi. Sosiall Dan Budaya

Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi.
dan budaya masyarakat yang tercermin
dari terjaganya keharmonisan, toleransi,
dan stabilita=s sosial di daerah

Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan
Timur

Model formula pengukuran [Hal dengan
pendekatan Wellbeing Methodalagy {WM),
yaitu:

[Hal =¥ (3d-X1)

Mencerminkan pengukuran Indels
Harmoni (THal) dengan menggabunghan
variabel-variabel (Xi) dan bobot (ki)

masing-masing

Formula ini memperlihatkan pendekatan
spregatif di mana nilai setiap variabel
dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian
dijumlahkan untuk menghasiikan nilai
akhir THal,

Dalam koriteks rumus ini:

- IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni,

- ¥:Simbol sipms yang menunjukkan
operasi penjumizhan.

- kiiBobot yang diberikan pada setiap
variahet Xi.

- Xi: Variabel-operasional yang
mencerminkan aspek tertentu dari
kondisl harmoni

Kégiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelak=anaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budays

Rumusan kebijakan yang mendulamg
penguatan Ketahanan Ehonoml Sosial dan
Budaya

Jumlah riumisan kebijakan yang
mendukuns penguatan Ketshanan
Ekonoml, 5osial dan Budaya

J=Ke

Ksterangan:
- J= Jumlah rumusan kebijalkan
= Kz= Total kebijakan atau dokumen

rumusan yang dihasilkan
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Bidang Urusan [ Program [ Outcome

Kegiatan /Sub Kegh Outut Kinerja Indikator Kinerja Cara Pengukuran Ket.
(1) (2) (3) (%) )
=0
Pelaksanaan Hehijakan di Bidang Terlaksananya Kehijakan di Bidang Jumlah Crang yang Mengikuti Pelak=sanaan
Ketahanan Ekonomi Sosial. Budaya dan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Kebijakan di Bidang Ketahanan Fkonomi. |EKetzrangan:

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika. Fasilitas] Kerukunan Urmat
Beragama dan Penghavat Kepercayaan di
Daerah

Fasilitas] Pencegahan Penyalagunaan
Markotika. Fasilitas] Kerukunan Umat
Beragama dan Penghavat Kepercayaan di
Daerah

‘Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
‘Penyalagunazn Narkotilea, Fasilitasl
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

- J=Tumlah orang yang mengilouti
pelaksanaan kebijakan

- (x= Total peserta atau individo vang
berpartizipasi dalam pelaksanaan
kebijakan dalam periode tertentu

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Fhonomi,
Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonami.
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitast
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Laparan Hazil Monitoring, Evaluas]
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fagzilitasi Kerukunan Unyat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

J=Lm

Keterangan:

= J=Jumlah laporan hasil monitoring,
evaluasi, dan pelaporan

- Lm= Total laporan hasil kegiatan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan
vang disusun

Program Peningkatan Kewaspadaan
Masional Dan Peninghatan Kpalitas Dan
Fasilitasi PenangananKonflik Sosial

Meninghkatnya pemberian edukasi dan
literasi masyarakat tentang manajemen
konflik sosial dan kewaspadaan dini

Persentase Penanganan Potensi Konflik
Sosial

P= K x 100%
=2

]

Eeterangan:

- = Perseniase penanganan potensi
konflik sosial

- A:= Jumlak potensi konflik sesial yanz:
berhasil ditangani

- fi== Total potensi konflik sosfal yang
teridentifikasi dalam periode terientu

Keg:ztan Perumusan Kebijakan Tekniz dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penansanan Konfilk Sozial

Rumusan Kebijakan yang mendukung
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Fenanganan Konflik Sosial

Tumlah rumusan kehijakan yang
menduking PFemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konfi il Sosial

J=Ke

Heterangan:
- j=lumlah rumusan kebijakan
- A= Total'kebijakan 2tau dokumen

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Terlaksananya Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelzksanaan J=0
Kewaspadaan Dini. Kerja sama Intelijen Kewaspadaan Bind, Keria Sama Intelijen, Eebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Eerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Ritaiaiin:

Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Asing, Tenaga Herja Asing dan Lembaga




- 162 -

Bidang Urusan [ Program / Outcome
[Beglatan /Sub Kegiatan Qutput

Kinerja

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran

(1)

(2)

(2)

%)

(5)

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serts
Penanganan Konflik di Daerah

FPerbatasan ﬁnt.n_lr Neg&r_& Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflikk di Dasrah

Asing, Hewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Helembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 43
Daerah

- J=]umlzh orang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan

- Ji= Total peserta atau individo vang
berpartizipasi dalam pelaksanaan
kebijakan dalam periode tertentu

Pelaksanzan Monitoring. Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dind,
Kerja sama Intelijen, Pemantavan Orang
Asing, Tendga Kerja Asing danlLembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatazan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembapgaan Bidang
Kewazpadaan, serta Penanganan Konflik di
Draerah

Terlaksananya Monitoring, Evaloasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kearja Sama Intelijen, Pemantsuan Orang
Asing, Tenaga Karja Asing dan Lembaga
Asing, Hewaspadaan Perbatasan Antar
Megara, Fasilitasi Kelembagaan Hidang
Kewsaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Laporan Haszil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini. Kerja Sama Intelljen. Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbataszan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

f=la

Keterangan:

- J= Jumlah laporan hasil monitoring,
evaluasi, dan pelaporan

- Lm=Total laporan hasil kegiatan
monitoring, evaluasi. dan pelaporan
yang disusun

Pelaksanaan Forum Eoordinast Pimpinan
Daerah Provinsi

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi

Jumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pirapinan Daerah
Provinsi

=0

Eeterangan:

- J=TJumlah dokuomen hasil pelaksanaan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi

- D= Total dokumen vang dihasilkan dari
kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi dalam periode tertentu
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BAB V PENUTUP

Sebagal suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan
dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik selama periode 2025 - 2029, yang dibuat untuk menunjang RPD Provinsi
Kalimantan Timur 2025 - 2029,

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran
dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana
tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama
lima tahun, pada tahun 2025 sampai dengan 2029 dan akan dilaksanakan
secara sungguh - sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalul surat
keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam
pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, scbagai
wujud penyelengaraan pemerintahan vyang akuntabel, transparan dan
bercirikan penvelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang
berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian
pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil
Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh
masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda 30 Qktober 2025
f_’,..-""_
,/9:?" .j(ep&la Badan,

76
\\Mﬂ;ﬁqﬁuﬁan Agus, M.Si.
NIP, 19660204 198803 1 016



Rencana Strategis (RENSTRA| Perangkat DaerahTahun 2025-2029
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomeor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dagrah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan dacrah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
SR1 WAHYUNI
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Jenderal Sudirman Nomar 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541 733453
Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman http://kesbangpal kaltimprov.go.id




